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Judul Skripai :*Pentingnya Pembuktian Terbalik dalam
Pemberantasan Delik Korupsi'
Upaya
Skripsi ini berkenaan tentang upaya refresif delik korupsi dengan
menggunakan asas pembuktian terbalik. Pokok permasahan adalah: l) Bagaimana
pembuktian suatu perkara dalam kasus pidana; 2) Bagaimana pandangan hukum
positif terhadap delik korupsi dan; 3) Apakah yang menjadi nilai penting suatu
pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan delik korupsi. Masalah ini dilihat
dengan pendekatan ormatif dan filosofis yang diolah secara induktif, deduktif dan
komperatif,
Adapun penelitian ini bertujuan untuk l) Memahami hakikat pembuktian
dalam sistem pidana di Indonesia; 2) Memahami korupsi secara lebih luas
berdasarkan pandangan hulrum yang be{aku; dan 3) Mengetahui manfaat utama serta
mengembangkan asas pembuktian terbalikai sebagai efisiensi pemberantasan korupsi.
Adapun pembuktian menurut KUHAP (tJU No.8 Tahun l98l) adalah
minimal 2 alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, serta harus berdasar pada asas
praduga tak bersalah. Adapun delik korupsi yaitu segala perbuatan seseorang atau
korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian egara dan merupakan
delik formil dan diancam dangan pidana sebagaimana diatur secara tegas dalam UU
No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, akan tetapi KUHAP yang berlaku
telah menjadikan UU tersebut meqiadi mandul. Sulihya KPK atau Jaksa (meskipun
telatr yakin bahwa si A korup), mencari alat bukti menjadi kerdala utama mengingat
para koruptor telatr lebih dahulu menghilangkan alat-alat bukti. Oleh sebab itu,
dianggap sangat perlu untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik secam murni
sebagai efektifitas upaya pemberantasan (upaya preventif) korupsi dengan beberapa
dasar penting yaitu: memp€nnudah prosesi hukum, menegakkan hukum berdasarkan
fungsiny4 dan memberikan perimbangan hak antara korban dan pelaku, selain itu,
juga untuk menangkal para pengacara hebat yang disewa para koruptor.
Maka berdasarkan pada hasil kajian ini, selanjutnya penulis memberikan
implikasi sebagai berikuf 1) Sudah saatnya melakukan revisi terhadap KUHAP yang
kita gunakan dalam menerapkan UU tentang tindak pidana khususnya dalam delik
korupsi dengan berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarat yaitu
penenapan asas pembuktian terbalik; 2) Korupsi merupakan kejahatan yang sudah
sangat parah (extra ordinary crime) maka penanganannya juga semestinya harus
dengan cara-cara yang ekstra dan tanpa maaf guna pencapaian tujuan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang sejatrtera dan; 3) Seyogyanya pam pembuat dan




Perkara korupsi merupakan permasalahan besar bangsa Indonesia yang
sejak kemerdeloannya telah tumbuh dan berkembang secara merajalela serta terus
menerus sampai sekarang. Upaya-upaya hukum juga terus dilakukan silih berganti
demi memberantas dan menghapus korupsi di bumi Indonesia. Seperti .ng*
lahirnya Per*uran Pemberanasan Konrpsi Penguasa Pcmng Pusat (Angkatan Darat
dan Laut), kemudian disusul dEngan pembentukan undang-undang (uu) No. 24
(PFP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut
berlafut pada pembentukan UU. No. 03. Tahun. l97l tcntang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Kehadiran Undang-Undang ini tentu saja diharapkan mampu membawa
bangsa Indonesia bersih dari praktik konrp para pejabat negara, akan tet4pi perilaku
tersebut ternyata tetap tumbuh meqiadi sebuah budaya di kalangan para elit
Kebocoran demi kebocoran terhadap keuangan negara. Sementara Undang-Undang
yang ada tidak lagi memiliki kekuatan dan fungsi sebagaimana yang diharqpkan.
Akibatnya korupsi tetap berkembangbiak secam subur dan merajalela.
Keterpurukan kondisi tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat
Indonesia dan takpelak lagi, sampai pada Tahun 1998 terjadi sebuah ledakan massal
I
dari kondisi penderiaan yang sangat menyakitkan. Dari Sabang sampai Merauke,
da€ratt sampai pusat, masyarakat lndonesia bersatu menyuarakan tekad reformasi.
Saat yang sama pula akibat prilaku korupsi para pejabat negara yang tak tuhitung
lagt jumlahnyq Indonesia pun terpaksa hams berhadapan dengan krisis
Multidimensional yang meliputi krisis ekonomi, akhlalq kepemimpinan, hukum,
politilq kebudayaan, pendidikan, dan lainJain.
Maka derni menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
masyarakat pun menuntut pemulihan keuangan negara dengan meminta pertanggung
jawaban dari para pelaku korup serta upaya penrbebasan Bangsa Indonesia dari
jarahan-jarahan koruptor. Sehingga atas dasar pemenuhan kebutuhan, dibentuklah
UU. No. 3l Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini pun dimaksudkan
sebagai upaya gerak maju proses hukum Indonesia guna mmycret dan menghentikan
praktik-praktik korup para aktorpit
Kehadiran Undang-Undang tersebut setidaknya menjadi harapan yang dapat
memenuhi dan mengantisipasi perkembangan s€'rta kebutuhan hukum bagi
masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efelaif, I
Sebab, setiap tindak pidana korupsi sangat menrgikan keuangan, perekonomian
negafa pada kliususnya seita masyarakat pada umumnya. oleh karcna itu, demi
mempertegas upaya pemberantasan korupsi tersebuto maka selanjutnya dilakukanlatl
amandemen yang melahir{<an UU. No 20 Tahun 2001 sebagai perubalran atas UU.
No 31 Tatrun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidura Korupsi.
h'
rEddi Suhartono, Tirdak Pifuna Korapsi, (Buletin Pengawasan No 28 &2g Th. 2001)
Lahirnya UU. No 20 Tahun 2001 yang memberikan kejelasan bentuk-
bentuk tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai delik korupsi, dernikian
pula adanya sanksi yang jelas s€psti dalarn pasal 2 disebutkan adanya pidana penjara
minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun serta denda paring sedikit Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banrrak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar
rupiah), bagt pelaku konrpsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.
Tegasnya sanksi hukum korupsi tentu saja diharapkan menjadi upaya
prcventif guna membasmi kejahatan korupsi yang kian menyengsarakan. Al€n tetapi
dalam kenyataanya" porilaku konrp t*ap saja hidup dan batrkan menjdi budaya
masyarakat modern. Meskipun negara telatr dilengkapi dengan sebuah lembaga kfiusu
yang menangani masalatr pemberantasan korupsi yaitu Komisi pemberantasan
Korupsi (KPK).Namun ternyata lcmbaga ini pun tidak dapat berbuat lebih banyak"
sulitnya untuk membuktikan dan menyeret para konrptor masih menjadi kendala
utama. KPK atau jaksa meskipun telah yakin, tetap harus memcari alat bukti yang
kuat guna menyatakan adanya tindakan konrpsi yang dilakukan oleh tersangka
koruptor. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, belum
lagi sejumlatr alat bukti yang berusatra ditenyapkan oleh para pelaku korupsi itu
scndiri. Sobagaimana yang juga dikeluhkan oleh Jojo D. Samsuddin @eputi Khusus
Badan Keuangan Negara), dkk
"Dalem mengungkap kasus Tindak Pidana Konrpsi (TpK) diperlukan buktipendukung beilpa bukti surat, keterangan, dokumen, i* brh'i* uu*ti nsit
4lainnya. Bukti-bukti tersebut sangat sulit diperoleh karena adanya upaya dari
pelaku TPK untuk menghilangkan bukti, atau tidak ada bukti sama sekali."2
Sebab itu, delik korupsi mejadi kejatratan yang paling berbatraya dan sulit
untuk dibuktikan. Sehingga dalam kenyataannya, masih banyaknya pelaku korupsi
yang ts0ap bereaksi secara lebih leluasa, dan tak dapat dipungkiri seperti pada tahun
2005, Indonesia diklaim sebagai negara terkorup di Asia" 3 dimana predikat
keterpurukan tersebut terus saja bersandang seperti dinyatakan pada pertengahan
Maret 2010, oleh kongres Singapura.
Sebab itu, guna mewujudkan fungsi hukum yaitu bersifat refresif
(menindak), otonom (transisi), dan rcsponsive (idcal) maka gagasan yang dianggap
lebih efel(if dalam hal ini adalah menerapkan asas pombuktian terbalik dengan
memasukkan dan mengajukan Rancangan Undang-Undang AUD mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sejak 20O4 lalu juga telatr disuarakan
oleh KPK. Meskipun sebenarnya dalam UU. No.03 Tatrun.lg7l dan
UU.No.3l.Tahun.l999 jo. W No.20 Tatrun 20001 dalam pasal 28 dan 37 telatl
disebutkan, akan tetapi hanya sebatas simbol. Pembuktian terbalik yang
dimaksudlcan, tidak murni, dimana adanya bersifat tcrbatas dan berimbang. Datam
arti tetap dituntut bagi jaksa atau KPK untuk mencari alat bukti sebelum menuduh
seseorang berbuat korupsi. Seperti yang diakui oleh mantan Dirjen Adminisuasi
2 Tim Penyusun, Strdegi Pemberantasan Korupsi Nasioral, (Badan Penpwasan
Keuangan dan Pembangunan RI, edisi Maret 1999),h.285
I Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahomi tmtuk Membasmi, (Cet.Il;Jakarta:
KPKp006),h.r
Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan F{AM bila selama ini upaya
pengembalian kekayaan negara yang dikorupsi di masa lalu dengan mengadili
terdakwa ke pengadilan, masih belum efektif.a Karena itu, yang harus diefektiftan
adalah upaya penegakan hukum. Bahkan menurut Pakar Hukum, Romli
Afinasasmita, teori pembuktian yang selama ini diakui adalah pembuktian negatif
yang menuntut pembuktian sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah. Hal ini
menurutnya sangat menyulitkan proses pembuktian kasus mega korupsi.s
Sejalan dengan itu, Achmad Ali, Pakar Hukum Universitas tlasanuddin
Makassar, memberi pandangan bila ketidak tegasannya UU pernberantasan korupsi
kita karena tidak menerapkan asias pembuktian terbalik yang merupakan salah satu
syarat utama pemberantasan kontpsi menjadi efektif. Lebih jauh beliau melihat
bahwa sulinya membongkar kasus-kasus korupsi atau yang berbau KKN memang
diperhadapkan pada persoalan yang satu ini (tidak menerapkan asas pembuktian
terbalik), yang ditunjang oleh tidak adanya politik hukum dari pemerintatr yang
berkuasa untuk menerapkan hukum s@ara konsisten.6 Juga dalam pandangan Seno
Adji dengan mengambil contoh pada kasus korupsi dalam bentuk suap yang
merupakan kejahatan tersembunyi dan paling sedikit untuk bisa dibuktikan,
o Sudlono, Pembubian Terbalitr, (Kompas edisi 26 Mei 2001)
sRomli Atnasssmit4 Beban Pembuhlan Terbaltk datatt Perkara Koittpst, Kompas
Online edisi Selasa l0 April2007
6 Rusdin Tompolyo Lawan Korupsi, (Makassar: LBH-P2i,2005),h.+Z
menurutrya pasal-pasal suap menjadi impoten. Oleh karena itu, pembuktian terbalik
menjadi sebuatr solusi tepat dan efektif.T
Datrulu kalq dalam sejarah hukum, pembuktian tubalik sebenamya sudah
dikenal, dan tidak dapat dipungkiri batrwa asal-muasal metode pembuktian terbalik
ini, yaitu dari Khalifah \Jmar ibn Khattab Ra. (581-644). Khalifatr yang kedua ini
634-eqmendapat inspirasi dari pertanyaan Nabi Zakariaas. kepada Maryam binti
'Imran: (S. Ali Imran, 3:37):
ia,* S,?xao
Artinya:" Hai Maryam dari mana kamu memperoleh ini?'8
Ayat (3:37) tersebut diaplikasikan oleh Khalifah 'Umar ibn Khattab ra.
kepada aparat kekhalifahan, seperti dalam isi surat beliau kepada seorang
gubernurnya.t Adapun anna laka hadza sejak itu menjadi jurisprudensi dalam
Hukum Islam, yaitu terdakwa korupsi harus membuliikan kebersihan dirinya jadi
sebaliknya dengan sistem hukum yang kebanyakan dianut di seluruh dunia.
Di Indonesiq menurut pakar hukum t4ta negara M&fud MD sebelumnya
pembuktian terbalik pernah dipraktiktan pada masa pemerintahan Abdul Rahman
Wahid (Gusdur) saat Baharuddin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung, meskipun
t Komisi Hukum Nasional, Menggagas Pembufiian Terbalih ( Seputsr Indonesia edisi l0
April2WT)
E D€partemen Agama RI, al-Quron dan Terjemahnya,h.54
o Partai Keadilan Sejatrtera" Sebuah Usulur konkrit PKS, Perrbuktian Terbalib PKSwatch,
bogspot.com (5 Mei 200E)
masih bersifatterbatas. Namun setelatr kepemimpinan Bahmuddin Lopa, pembuktian
terbalik dicoret.ro
Melirik secara jelas pade praktik hukum medis (Medieal Inu,), dengan
penerapan perlindungan konsumen terhadap produsen.ll Dimana seorang pasien atau
keluarga pasien ketika menggugat (terlalu awam atau sulit untuk mencari alat bukti)
maka dari itu, gugatan tidak harus didasari atas adanya bukti, akan tetapi cukup dari
adanya kecurigaan kelalain yang dilakukan s@rang dokter. Sehingga dalam hal ini
dokterlatr sebagi pihak tergugat yang berkewajiban memberikan pembuktian
(pembuktian terbalik) lelai atau tidakrya ia dalam melakukan perawatan terhadap
pasiennya (penggugat) tcrsebut. Sehingga majelis hakim akan memberikan putusan
hukum berdasarkan pada pembuktian sang do}ter (tergugaO.
Maka sudah seharusnya hal yang serupa dengan hukum mediso diterapkan
dalam kasus korupsi. Sulitnya Jaksa dan atau KPK menrbuktikan perbuatan korupsi
para koruptor meskipun seoara jelas terindikasi melakukannya. Oleh karena itu,
memang upaya pemberantasan konrpsi di Indonesia sudah seharusnya menggunakan
asas pembuktian terbalik.
B. Rumusan hlasalah
Bera{ak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis
selarijutnya meriarik rumusan petmasalahan dalam kaitanriya dengari judul
tkumas KPK, Pembuktian Terbalik Diusullon htp://ww\r. kpkgo.id /moduleVnews/
article.php?storyi d=1277 on 2fr)6/ ll/ 13 I 5:3 I : 12 (1 85 I r€ads\ (20 Sep.2009)
tt J.Guadi, PembalaianTerbotik,(Kompas Cyber Medis, Senin 9 April 2001)
pembahasan, "P€ntingnya Pembuldisn Terbslik dalam Upeye Pembcrentasan
Delik Korupsi", sebagai berikut:
l. Bagaimana pembuktian suatu perkara dalam kasus tindak pidana?
2. Bagaimana pandangan hukum positif t€rhadap delik korupsi?
3. Apakah yang menjadi nilai penting suatu pembuktian terbalik dalam upaya
memberantas delik korupsi?
C Defenisi Opersional don Rwng LWknp Penelition
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
variabel atau kata-kata kunci yang terkandung dalam judul, maka terlebih dahulu,
penulis menguraikan pengertian judul atau dofinisi operasional sebagai bcrikut:
l. Pentingnya: sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat yang berharga.
2. Pembuktian terbalik: dengan kata dasar *bukti' yang berarti sesuatu yang
d{adilcn sebagai landasan keyakinan kebEnaran terhadap kenyataan, sesuatu
yang menyatakan kebenaran peristiwa. Sedangkan imbuhan pe-an
(pembuktian) lebih bermalara proseso perbuatan, atau cara membuktikan.rz
Menurut kamus hukum, pembuktian ialah ponyajian alat-alat bukti yang satr
menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna
memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.l3
t2 Tim Penyusun,Kanws Lengkq Balusa ltdanesiq (Media Contne), h.135
13 Pengadilan Negeri Jalsrta Pusat, rKamns Huhtm, www pn-jalorta pusat.go.id (28 Mei
20a8)
9Adapun rnakna kata terbalik ialah kedudukan atau keadaan yang
berlawanan.la Sehingga pembuktian terbalik ialah pembuktian terhadap ada
tidaknya unsur kesalatran dalam kasus pidana, menrpakan beban dan
tanggung jawab tersangka atau tertuduh. Istilatr pembuktian terbalik
terkadang juga disebut dengan pembalikan beban pembuktian.
3. Upayapenanggulangan: upaya atau tindalen membasmi dan mencegatr.
4. Delik korupsi (Tindak Pidana Korupsi): kata delik m€nurut A.Z. Abidin yaitu
perbuatan kriminal, sedangkan Moeldjono memakai istilah perbuatan
pidana.ls Adapun kata korup bermakna bunrk, busuk, atau suka menolip
barang atau sesuatu untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kata korupsi
bemakna penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau
penrsatraan.l6
MenurutEddi Suhartono:
Korupsi bermakna; a) Setiap orang secara melawan hukum melakr*an perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian nagara. b) s*iap orang yang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenilgon, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan ff6u kedudukarr yarig <lapat mefugil€n keuarigan negara 6tau
perekonomian egara sesuai dengan pasal 2 dan 3 UU. No.3l Th.l99g.r7
ta Tim Penyusun, Kanus..op. cit,,h.83
tt Andi tlamsatu lsas-lsar Huhtm Pidanaed.Revisi;(Jakarta:Rineka Cipta200S)h.83
t6lbid,h.326
'7Eddy.O.S.Hiariel, Bunga Rampat Huhm pidona Ktrusus (Jakarta:
Pundi,2006),h .206'207
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Oleh karena itu yang dimaksudkan Penting5ra Pembullian Terbalik Sebagai
Upaya Penanggulangan Delik Korupsi adalatr hal-hal yang menjadi manfaat utama
ketika menerapkan pembalikan beban pembuktian sebagai refresifasi terhadap para
pelaku korupsi sebagairnan tersebut dalam UU yang berlaku, agar tujuan hukum
dapat terlaksana secara lebih baik.
Adapun ruang lingkup pembahasan ini adalah lebih dibatasi pada ide-ide
penting sebagai upaya membuktikan tersangka koruptor (represif; terhadap
sangkaannya untuk selanjutnya diberikan tindakan sebagaimana hukum yang bcrlaku.
D. TinJauan Pwtaho
Dalam tulisan yang bedudul, "Pembuktian Terbalik: Solusi Pemberantasan
korupsio' yang ditulis oleh Johanes Wardy Sitinjak menyebutkan tentang sulitnya
KPK mengusut delik korupsi. Tulisan torsobut hanya sebatas menyatakan bila
pembuktian terbalik merupakan solusi pemberantasan korupsi. Akan tetapi, dalam
tulisan tersebut tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan untuk
dapat mcnuapkan pembuktian terbalik scbagai solusi pemberantasan korupsi. Oleh
sebab itu, penulis akan melakukan kajian tentang hal tersebut.
E. Metode Penelitian
Menurut Soejono Soekanto, istilah metode mengandung arti oojalan ke",
tetapi menurut kebiasaatr metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan
sebagai berikut:
t1
- tiuatu tlpe pemilflfan yang dlgunakan dalam penelillan dan peiltalan;
- suatu teknrk yang umum bagr limu pengerahuan;
- Cantertentu untuk melakukan prosedur.' o
M,etquq1 Kc-.ryr'1qic"1ronil"qr+-t {1e9J; fl* m,el,gdg $l*h q+q !ted* r.nt** {asat
memaharnr obJeK yang menJadl sasaran llmu yang bersangKutan.
tserdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan
bafiwa yang dtmaksud dengan metode adalah cara-cara tertentu yang digunakan
unfuk memecahkan dan menganalisa masalah sehingga mendapatkan kesimpulan.
Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah:
"'Merupakan suafu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan
konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
Miiutluiugis bcililfti sesuai dcrtgan rneititie iitft cara-sdrd Gnentu, Sisrematis
adalatr berdasarkan suatu sistemn sedangkan konsisten berarti tiOak acianya hal-
hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu"le
Ilengan demikian vang dimaksud dengan metode penelitian adalatr suatu
cara krtentu atau langkah-langkatt ertentu yang digunakan untuk memecahkan dan
menganalisis suatu masalah dengan melakukan suatu kegiatan yang terencana
berdasarkan suatu sistem untuk mendapatkan suafu kesimpulan.
Adapun metode yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalatr
sebagai berikut:
1. Metodc Pcndokatan
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari
pendekatan secara normatif dan filosifis.
tt Soe3ono Soelcarftofengantar Penelitian Huhmr (Jakarte UI-Press, 1984), h.5te lbtd,h.42
'Li
a. Pendekatan normatitl pendekatan yang ciiiakukan dengan jatan mempelajari,
menelaah nonna-nonna atau kaidah-kaidah huinrm yang berlaku cian berkaitan
dengan masalah yane diteliti.
b. Pendekatan tilosotis; tebih menitik berattcan pada kemantaatan hukr.rm.
2. Metode Pengumpulan Data
Untuk menzumpulkan data. dalam hai ini penuiis mengsunakan metode
library research (penelitian kepustakaan), dimana mengumpulkan data-data yang
bersumber dari bacaan seperti buku, maialah, komn, pemberitaan media eleltronih
artii(ei. atauDrtn meiaiui aist<usi<isrusi seminar. Adaoun ciari sum6er 6acaan
tersebut, penulis selanjutnya menggunakan dua macam kutipan, yaltu:
a. Kutipan langsung; dimana penulis sec,ara langsung mengutif peirdapat argument
para ahti tanpa melakukan perubahan sama sekali.
b. Kutpan tidak lansung; dimana daia yang penulis dapatkan, selanjutnya
melakukan peruban-perubatran yang seperlunya dengan tetap tidak mengubah
maksud dan tuiuan konteks asli.
J. rvlelooe rengoranrn uala
MaKa untuK mengolan oata yang clpefolen, penulls Kemuolan memKuKan
pengolahan data dengan menggunakan:
a. Metode induktif; Penulis berusaha menganalisa hasil perolahan data yang masih
. .bersltat ichusus. laiu mengambit suatu kesimpulan vane iebih bersitbt umum.
b. Metode deduktiil Fenuiis berusaira mengelola suatu data yang masrh berrrlai
umum untuk selanjutnya menghasitkan data yang lebih bersitbt khusus.
c. M*ode komperatitl Penulis berusdra membandinskan terhadap seiumlatr data-




Auapun rtillan icnuirian $kilidi iili iiniaran uritur<:
a. Memahami hakikat pembuktian dalam sistem pidana di indonesian
b. Memahamr korupsr secara lebm luas berclasarkan pandangan hulom yang
berlaku.
c. Mengetahui manthat utama serta mengembangkan asas pembuktian terbalik.
2. kegunaan
Bahwasanva Dgnelftlan rnt drharaokan memb€nl€n mantaat basl krta semua
sepertl:
a. Kegunaan ilmlah yang berl@tan dengan kontnbust bagt perkembangan tlmu
D€nsetahuan.
b. Kegunaan praktrs yang b€rkaltan dengan pembangunan masyarakat, bangsq
negara cian agama.
c. Lcbih mcngenali, bcrusaha mcnghindari, dan memberantas praktik-praktik konrp




Membenkan pengarahan ba$ Krlta untuk melaKul€fi upaya-upaya huKum
terhadap para pelaku korupsi.
iiari hasii kajian ini, meniacii reicomendasi ichusus untuk menerapkan asas
pembuictran terbalil( dalam upaya pemberantasan korupsl.
Dernikran pula, pe,nulis berharap agar penelitian ini dapat meniadi ruiukan untuk
penelitian lebih laniut.
lrarl,g Besar lst
Sldpsi rni begudut "Pentingnya Pembuktian 'lbrbalri< dalam Upaya
Pemberantasan Dehk korupst". Dalam pembahasanny4 penultsan skrpst mt terdrn
atas lrma bab. dan setrap bab dtbagt beberapa sub bab.
tsab pertama merupakan bab pendahuluan yang melrputi latar belakang
masaiaho rumusan masaiah, detenlsl operaslonal dan ruang irngkup pembahasan,
tulaun dan kegunaan penelillan. serta gans iresar tst.
Pada bab kedua, mengemukakan masalah kalian umum tentang pembuktian
yang menguralt<an mengenal pengertlan dan tqfuan pembuKtran, pnnsrp dan srstem
pembulctan, dan pembahasan tentang alat-alat butctr.
tsenkutnya pada bab ketlga b€rkenaan anahsls tentang korupsr menurut
hulrum poslfir yang membahas mengenar bentul(-bentut< korupsl, anahsrs l€sus dan
sanksr I PK. dan anahsls ctelcwltas pcr-undang-undangan pemberantasan korupsr.
Adapun pada bab keempat mengenal pentmgnya pembuktun terbal* yang
metlputu mudahnya proses huKum, tegaKnya hukum, dan penmbangan hak.
tr.
Terakhir pada bab kerima yang merupakan penutup yang terdiri atas
kesimpulan, dan implikasi penelitian.
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BAB II
KAJIAN I]MTTM TNNTANG PEMBT]KTIAN
,* Pengenian dan Tujuan PembaHlan
1. Pengertian Pembultian
a. Menurut bahasq pembuktian berasal dari kata bukti, membuktikan, terbukti, dan
pembuktian yakni:
l) Bukti adalatr suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk
memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya).
2) Membuktikan, yakni: (a) memberi (memperlihatkan) bukti; (b) melaksanakan
sesuatu sebagai bukti kebenararu mela*sanakan (cita-cia dan sebagainya); (c)
menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); (d) meyakinkan,
menyaksikan.
3) Pembuktian adalah perbuatan (hal sebagai) membuktikan.l
b. Menunrt hukum, sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa hli antara lain:
l) Andi Fliamzah, bukti ialah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil,
pendirian atau dahn'aan.2
2) Soebakti, bukti merupakan sesuatu unfirk meyakinkan akan kebenaran suatu
dalil atau pendirian.3
tPurwoer Wadanninta, Kamus (Jrmrm Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai
Pusakqt96T),h.160
t AnA namzatr, Kams IIufun (Jalrrta:Ctnlia lndonesiqlgs6)"h.99
l6
L7
3) Sudikno Mertokusumo, bukti atau membuktikan tiada lain adalah memberi
dasardasa,r yqlg eukup kspada hakim ya{E memankaa perksn yang
bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan.a
Jika menyimak beberapapendapat tersebut di atas, makapembuktian adalah
upaya pembenaran suatu dalil atau terjadinya peristiwa
2. Tuiuan Pembuliitian
Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Demikim yang
sering dikatalm orang. Oleh lCIrena itu, pemn dari pembuktian dalam suatu proses
hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat cerit4 ataupun sejaralr
hukum yang menunjukkan kepada kitaputusan-putasan hakim yang sesat. Kesalahan
dalam menghukum ataukah kesalahan dalam tidak memberi hukuman. Kisah-kisatr
sesat seperti demikian selalu saja terjadi dan akan terus terjadi karena keterbatasan
hakim, jalca" advokat, hukum, utamanya hukum acara pidana manakala tidak ada
kecermatan diantara para penegak hukum.
Oleh karena itu, guna menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-
putusan pengadilan yang tercesat tersebut diperlukan adanya pembuktian guna
mencari kebenaran. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pembuktian atau
membu*tikan berarti mqnberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-
peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang hanrs
mengkonstatir peristiwq mengkwalifisimya, dan kemudian mengkonstituir. Maka
' Soeba&ti, Katmn Huhtm, (Jakarta: Pradya Paramita,lgS0)"h.21
o Sudikno Memrkusumo, Kamts Huhnn (Yognlcarta: Ltb€rty,l98l)"h.103
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tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian tersebut,
yang bersifat obyektif, dan atas dasar keyakinan.
B. Prtnstp dan Beban PembuHion
1. Prinsip Pembuktirn
Hingga kini setelah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KLJHAP) melalui UU No.8 tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas
dalam kelompok sistem hukum pidana formil (acara). Sistem ini mengatur suatu
prcses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu
persesuaian deirgan perbuatan materiil yang dilakukan terdalav4 untuk pada akhirnya
ditarik kesimpulan pidana yang didakrrakan kepadanya.s
Bila berdasarpada teori dan alat bukti menurut Hukum Pidana Formal yang
diatu dalam Bab XVI bagan keempat pasal 183 sampai pasral232 KUHAP, sistem
pembuktian hukum pidana menganut pendekaan Pembuktian Negatif berdasarkan
undang-undang atau Negatif Wettelijk Overtuiging. Dengan dasar teori Negatif
Wettelijk Overtuiging ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdahra
de,ngan dua prinsip yang sekaligus menjadi syarat penganrbilan putusan, yaitu;
adanya alat bukti yang cukup dan berdasarkan pada keyakinan hakim. Dergan
demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada
seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim zudah cukup yakin akan kesalahan
5 Martiman Prodjohamidjojo, Pewrqan Pembukian Terbalik folam Delik Korupsi (Cet.
I Batdimg: CV Mandar Madju, 2ml)"h.98
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tersangkq jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan
oleh hakim.
Sistem pembuktian negatif ini diakui berlaku secara eksplisit oleh Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui pasal 183 selengkapnya pasal tersebut
menyatakan sebagai berikut:
*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
b_ahrra suaru ti$dak pidana bener-be"nar terjadi dan bahrva terderkwal_ah ygsg
bersalatr melakukannya."o
Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakul€n
karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil
(materiele woorheid) yaitu kebenaran yang sesungguhnya bukan yang bersifat
kemungkinan.
Lebih jauh" dalam ilmu hukum pembuktian dinyatkan adanya keterbuktian
yang jelas dan meyakinkan.
2. Bebrn Pembulitian
Hukum pembuktian harus mene,ntukan dengan tegas ke pundak siapa beban
pernbuldian (burden of proof burden of producing evidence) harus diletakkan.
Menunrt Munir Fuady, yang dimaksud behn pembuktian adalah suatu penentuan
oleh hukum tertang siapa yang hanrs membuktikan suatu fakta yang dipersosllCIn di
pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta
tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya" dengan
6nepubliktndonesia, Kiub Undong-urdangHuhthnAcaraPidarr4 babXVI pasal 1&l
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konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani
pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan
oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.
Selanjutnya, perlu ddelaskan bahwa hukum mempunyai praduga-praduga
(presumption) terGntu. Praduga dimaksudkan sebagai suatu sangkaan yang
berdasarkan atas sutau kemungkian yang terjadi karena adanya suatu fakta hukum
yang substansial dalam kasus hukum yang bersangkutan, kemudian menimbulkan
sangkaan akan adanya suatu fakta hukum yang lain yang juga substansial, untuk
alasan-alasan praktis berapara dan ketertiban umum, yang menyebabkan beban
pembuktian berpindah ke pihak lain dari yang seharusnya dibebankan oleh hukum
pembuktian.
Dalam perkembangan hukum di Indonesia, selanjutrya dikenal adanya dua
sistem;
a. Sistem Pembuktian Negatif
Sistem pembuktian tersebut didasarkan pada asas praduga tak bersalatr.
Dalam sistem ini, beban pembuktian dileta}t<an pada pihak penuntut yang harus
membuktian terhadap kesalahan t€rdakwa de'ngan kemungkinan pihak terdakwa
untuk membantah bukti yang diajukan oleh jaksa. Hukum Formil Indonesiq
khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian ada atau tidalcrya
pidana yang dilakukan t€rletak pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasal 137 KUHAP
menyebutkan:
2L
"Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang
didakwa metakukan $uatu tin"dak pidana dcla$ daerah hukumlya dengalr
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya"'
Maka bila berdasar pada KUIIAP, pembuktian pada perkara tindak pidana
(biasa) terdalnra tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian, sehingga
pembuktian mutlak diletakkan dalam tangan Penuntut Umum (lex generalis).
Pengertian semacam ini berpokok pada azas dari hukum pidana yaitu azas praduga
tak bersalatr, dimana terdakwa belum dapat dianggap bersalatr sebelum adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, seseorang yang bersalatr
meskipun hal tersebut benar-benar te{adi atau bahkan telah diyakini, maka orang
tersebut oleh jaksa tidak dapat diajukan ke pengadilan sebelum jaksa menemukan
bukti-bukti atas kesalalrannya tersebut.
b. Sistem Pembuktian Terbalik
Istilah pembuktian terbalik dari sisi bahasa dikenal sebagai omkering van
het bewijslat alau reversal burden af proof yang bila diterjematrkan secara bebas
menjadi "pembalikan beban pembuktian". Dalam hal ini ada suatu beban pembu*tian
yang diletakkan pada salah satu pihah yang universalis terletak pada penuntut umum.
Namun, mengingat adanya sifat ko*ilrususan yang ssngat mendesalg beban
pembuktian tersebut diletaklon tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada





2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak
seimbang dengan penghasilannya tau sumber penambatran kekayaannya" maka
keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang
sudah ada batrwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi @asal 37
ayat (4) Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999).
Me,nurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-
hak seorang terdakwa berdasarkan asas praduga tak bersalatr terasa agak dikurangi
dalam arti berlakunya asas praduga bersalah. Terdalcva diperkenankan oleh hakim
untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa
mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan
terdalara.e
Meski demikian, pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-
undang tersebut di atas, masih terbatas (tidak berlaku total) karena masih menunjuk
peran JPU memiliki kewajiban membuktikan kesalahannya. Hal ini menimbulkan
kesan bahwa pembuat undang-undang kurang serius batrkan ragu dalam menerapkan
pembuktian terbalik sebgai asas dalam perkara TPK.
Menurut Yoseph Suardi, asas pembuktian terbalik sejalan asas hukum
umum termasuk di dalamnya asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),
karenanya terdapat tiga poin penting dalam menjadikan sistem pembuktlan terbalik
meqiadi suatu landasan UU yaitu; Pertama, hukum dari ketentuan tersebut hanrs
e Aris Wahid Hasyftru "Peflrb€nantssan drdEk PidEna korupsi dan Proses Pembuktiannya'
(Laporan hasil studi penelitian pada Pengndilan Negeri kelas Ib Metro, Lampmg 2008),h.20
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diperluas dalam arti jil€ terdakwa tidak mampu membuktilCIn keabsahan kepemilikan
kekayaan atau tambatran kekayaan tersebut yang dimiliki oleh terdakrra, suami, istri,
anak-anak atau orang lain yang mempunyai hubungan dengannya atau
perusahaannya, kibat hukumnya dapat dijadikan faktor yang memperkuat alat bukti
yang adq dan menunjukkan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; Kedua,
penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya instrumen pidana
sajq t€tapi juga melibatkan pengajuan gugatan perdata; Ketiga, kewajiban
membu*tikan harta kekayaan tidak hanya dibebankan kepada terdalava yang
melakukan tindakpidana korupsi, namun juga ahli waris.r0
Oleh karena itu, menurut penulis sudatr saatnya upaya penangan TPK dalam
rangka menyCIet para pelaku serta memberantas korupsi, dilakukan dengan Asas
Pembuktian Te$alik secara mumi yang dikenal dengan istilah reversalof the burden
of proof atalu omkering van de bewijslast dengan memberikan tempat yang memadai
dalam kebijakan perundang-undangan di Indonesia. Dimana ketika adanya seseorang
Pegawai Negara atau seseorang yang dipandang sebagai subjek hukum (berdasar
pada UU No 3l Tahun 1999 jo UU No. 20 Talrun 2001) diyakini telah melakukan
korupsi, maka tidak perlu untuk mencari bukti-bukti sebagaimana yang di syaratlcan
KUF"{AP, Jaksa atatr KPK dapat saja menjadikannya sebagi tedahn'a dengan beban
pembuktian berada padanya.
lo Hariyanto Kurniawan, Laporan Hasil Dskusi Tentang Sistern Pembuktian T€rbalik
dalam Fer{rara Konrpsi, Hdtcl Akdst{, Jaldrte Fwrt, Senin 9 Aprtl 2007 pukul 16:22 WIB
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Seperti contoh, seorang Pejabat Negara yang sebelumnya tercatat memiliki
harta 4 milyar, dengan gaji+ tunjangan 15 juta perbulan. Dalam kurun waktu satu
tahun, jumlah hartanya meningkat menjadi 30 milyar, padatral bila menjumlahkan
harta berdasarkan gaji, sehanrsnya malaimal hartanya adalatr 4,18 milyar (auh lebih
kecil daripada jumlah hartanya yang sebenarnya). Sedangkan bila melihat sumber
penghasilan PN tersebut, secrana umum diketatrui bahwa tidak memiliki sumber lain
selain daripada gajinya tersebut. Oleh karena itu dalam kasus ini Jalaa atau KpK
meyakni batrwa harta si PN tersebut adalatr berasal dari hasil konrpsi. Maka
selanjutnya Jaksa atau KPK menjadikan si PN tersebut sebagi tersangka korupsi
dengan dasar keyakinan itu. Adapun tersangt@ PN tersebut, kemudian diberikan
kesempatan untuk menjelskan mengenai kebenaran sumber-sumber hartanya tersebut
(30 M). Misalnya saja warisan dari orang tua" penrsahaan, hasil undian sebuatr bank
atau lainJain. Namun seandainya si PN tersebut idak mampu membuktikan sumber
perolehan harta tersebu! maka sudah pasti bahwa hal demikian diperolah dari sumber
konrpsi.
Sehingga dapatlatr disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan system
pembuktian terbalik adalah adanya beban pombuktian yang diletakkan di tangan
tenangka atau terdahua sehingga seorang jaksa, atas dengan pembuktian terbalilq
jika ia telatr yakin bahwa "A" telah melakukan Tindak Pidana Konrpsi, maka ia pun
dan mengajukan si "A" ke pengadilan dengan dakwaan korupsi berdasarkan atas
keyakinan tersebut. Maka selanjutny4 si "A" berkewajiban untuk memberikan
pembuktian perihal benar atau salahnya dalavaannya.
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C. Alat-Alat Buhti
Dalam teori hukum pembuktin diajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat
dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai
berikutll:
1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsatrannya (misalnyg
tidak palsu).
3. Necessity, ya,lmi alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan
suatu fakta.
4. Relevance,yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan vakta yang
akan dibuktikan.
Jika dilihat dari segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan
dibuktikannya, terdapat dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:
l. Alat bukti langsung dan
2. Alat bukti tidak lansungr2
Alat bukti langsung (direct adalah alat bukti yang mana saksi
melihat langsung fakta yang al€n dibuktikan sehingga fakta tersebut terbukti
langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut misalnya saksi
melihat langsung bahwa si pelaku kejahatan mencabut pistonya dan menembak ke
arah korban, saksi mendongat bmyi letusan, dan melihat langsung korban terkapar.
rr Mrmir Fuady, Teori Huhm Pembultian @andrmg: PT. Citra Aditya Balctip006)h.4
t2lbid,h.s
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Adapun yang dimaksud.dengan alat bukti tidak langsung (indirect evidence)
atau disebut dengan alat bukti sirkumstansial adalah suatu alat bukti dimana antara
fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah
ditaxik kesimpulan-kesimpulan tertentu. Seperti contoh manakala di tempat kejadian,
saksi untuk kasus pembunuhan melihat korban dengon darall dipenrtnya,
dan didekatnya terlihat tersangka memegang pisau yang berlumuran dardr, dan
kemudian melarikan diri. Jadi saksi sebenarnya tidak melihat dengan mata kepala
sendiri, akan tetapi dari keterangannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban
dibunuh oleh si tersangka.
Selanjutnya, jika dilihat dari segi fisik dari alat bukti, alat bukti tersebut
dapa dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
l. Alat buti testimonial, yaitu pembuktian yang diucapkan (oral testimony) yurg
diberikan oleh saksi di depan pengadilan.
2. Alat bukti yang berwujud (tangible evidence), ysng meliputi:
a. Alat bukti riil, yaitu sejenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata
ada di tempat kejadian.
b. Alat bukti demonstratif, yaitu menrpakan benda nyata tetapi bukan benda
yang ada di tempat kejadian seperti alat bantu audio, alat bantu visual, dan
sebagainya.
3. Alat bukti berwujud, tetapi bersifat testimonial, dalam hal ini alat bukti
tersebut fisikya berwujud, tetapi dalam hal ini memiliki sifat testimonial
28
misalnya fianskrip dari keterangan saksi (disposisi) atau transkrip dalam
siding sebelumnya dalam kasus lain.
Selanjufrrya, secara terperinci, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KLJHAP) pasall84 berkenaan dengan pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa"
menyebutkan bahwa alat bukti yang sah digunakan dalam pengadilan adalah:
1. Keterangan saksi
Keterangan saksi yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Keterngan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap perbuakn yang didakwakan kepadanya. Sedangkan menegenai
prinsip pernbuktian yang menyatakan, 'hd yang secara umum sudah diketahui, tidak
perlu dibuktikan," mana kala disertai oleh alat bukti yang sah, maka prinsip tersebut
tidak berlatu. Mengenai keternagan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri
tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang
sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
Adapun pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saj4
bukan menrpakan keterangan saksi. Demikian juga keterangan dari saksi yang tidak
disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, narnun
apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat
dipergunakan sebagai tambahanalat bukti sah yang lain. Maka dalam menilai
kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh
memperhatikan:
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a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang
tertentu;
d. Cara hidup atau kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempenganrhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 13
2. Keterangan ahli
Keterangan ahli ialah apa yang seseorang atrli nyatakan di sidang
pengadilan.ra
3. Surat
Adapun surat yang dimaksud adalah dibuat atas sumpah jabatan atau
dikuatkan dengan sumpatr meliputi:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau atau yang dialaminya sendiri,
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat menge,nai hal yang termazuk dalam tata laksana yang
meqiadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi penbuldian suatu hal
atau sezuatu keadaau
tt Kitab Undang- Unfung Huhun Acara Pidan4 (Surabaya:Karya Anda,t.th),h.,E2
to lbid,h.t3
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c. Surat keterangan dari seorang attli yang mernuat pe,ndapat berdasarkan
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi
daripadanya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain. 15
4. Petuniuk
Petunjuk adalatr perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya" baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana itu $endiri, menandakan bahwa t€lah terjadi suatu tindak pidana dan siapa




Adapun dalam UU No. 3l Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pasal 26
A dikemukakan bahwasanya lat bukti yang sah dalam bentuk petuqiuk sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 188 ayat 2 UU No.8 Tahun l98l tentang Hukum Acara
Pidana (HAP), lhusus untuk TPK juga dapat:
a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterim4 atau disimpan




b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
saranq baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas,
maupun yang terekam secara eleknonilq yang berupa tulisan, suar4 gambar, peta"
rancangan, foto, huruf, tanda, angkq atau perforasi yang memiliki makna.l?
Dalam penjelasan pasal 26 A hunrf a menyebutkan batrwa yang dimaksud
dengan udisimpan secara eleldronik", misalnya data yang disimpan dalam
micnrfilm, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read
Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serury
dengan itu" adalah tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic
data interchange) surat ele*tronik (e-maiI),telegram, teleks, dan faksimile.
5, Keterangan terdalwa
Keterangan terdalara adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Adapun
keterangan terdakrva yang diberikan di luar sidang, dapat digunakan untuk membantu
menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti
yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
Keterangan terdalcwa hanya dapat digunakan tertradap dirinya sendiri. Akan
tetapi, keterangan terdakwa saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
17 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No20 Tatlrn 2001 Tentmg Penrbahan ms
Undang-Undang No 30 Tahun 1999, bab IV pasal 26 A.
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan hanrs disertai dengan
alat bukti yang lain.rs
Dalam menerapkan alat bukti berupa petunjuk terhadap suatu perkara tindak
pidana- termasuk perkara TPK- perlu diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang
menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelatr ia
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan
hati nuraninya.
Sehubungan dengan yang terdapat dalam pasal 188 ayat (4)
tersebut, M. Yahya Harahap (1993, 839) mengemukakan'ohanya d lam keadaan yang
penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-
benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang
lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk."re
" tbtd",h.gs
re R Wiyonq Pembahasut
Grafikq2005),h.164
Undang"Undang nrrdah Pidam Kortpsi, (Jakarta:Sinar
BAB III
ANALI$S TENTAITG KORT]PSI MENURUT HTTKT]M POSITIF
,4 Bentuk-Bentuk Kornpsi
Dalam Undang-Undang (UtDNo. 3l Tatrun 1999 jo.WNo.20 Tahun 2001
pasal 2 ayal l, disebutkan bahwasannya suatu perbuatan dikatakan korupsi apabila
merupakan usaha melawan hulum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat
merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional. Sedangkan dalam pe,njelasan ayd tersebut dimana kata
"dapat merugikan" menunjukkan bahwasanya Tindak Pidana Korupsi C[PK)
merupakan delik formil, yaitu adanya TPK cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.l Maka dengan
dirumuskannya TPK sebagaimanaa dalam pasal 2 ayat I UU No. 3l Tahun 1999 jo.
UU No. 20 Tahun 2CI1 sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan atau
kerugian perekonomian negara tidak harus sudatr terjadi, karena yang dimaksud
dengan delik formil adalah yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.2 Dernikian pula
menurut Wiyono, yang dimaksud dengan keuangan n€gara adalah seluruh kekayaan
t Andi llamzalr" Pemberantasot Kontpsi Melalui Huhn Pidorra Nasionat dut
Internasional, (Jakarts:PT. R4ia Grafindo Persada"2007),h.302
2 P.A.F.tamintmg Dasar-Dasar Huhtm Pifuna hdonesia, @andung: Sinar
Baru,1984),h.202; dikutip dalam R\lriyonofembalwsut undang-Undang Pemberantasot Tindak
plfum Korupsl(Jakarta:Stnar Grafi ka,2005)"1r.27
34
negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk
di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak timbul karena: (a) Berada
dalam penguasasn, pengunrsan, dan pertanggungiawaban pejabat lembaga negara,
baik Tingkat Pusat maupun di Daerah; (b) Berada dalam penguasaan, pengunrsan,
dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik
Daeratr (BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusatman yang menyertakan modal
negarq atau penrsahaan yang menyertakan modal pihak ke-tiga berdasarkan
perjanj ian dengan negara.3
Adapun perekonomian negara menurut UU tersebut adalah kehidupan
perekonomian yang dizusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daeratr sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku guna memberilon manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan rakyat.a
Sebagai subjek daripada korupsi itu sebagaimana tersebut dalam pasal dan
ayat yang sama adalah orang perseorangan dan atau korporasi.
l. Setiap orang ialah perseorangan.
2. Korporasi meliputi: (a) kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang
berbentuk badan hukum; (b) kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi
'Ibid,h.zz
lBuletin InteliiqL Tindak Pidana Kontpsi. www.pu.go.id/itjalbtldinl2S2gtertu-htm
(REbu, l2novanba2@)
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yang bukan berbentuk badan hukum; (c) kumpulan orang yang terorganisasi yang
berbentuk badan hukum; (d) kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan
berbentuk badan hukum; (e) kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang
berbentuk badan hukun; (f) lumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan
berbentuk badan hukum.s
Menunrt perpekrif hukuttU defenisi korupsi s@ara ganrblang telatr dijetaskan
dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 3l Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tatrun z00l.
Berdasarlcan pasal-pasal tersebut, dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk TPK.
Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat
dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk TPK tersebut
perinciannyameliputipasal:2,3,5 ayat I huruf a,5 ayat I hurufb,5 ayat 2,6ayatl
huruf a" 6ayat I huruf b,6 ayat 2,7 ayat I huruf a, 7 ayat I hurufb, 7 ayat I huruf c,
7 ayat I huruf d,7 ayat 2, 8, 9,10 huruf a, l0 huruf b, l0 hunrf c,ll,l2 huruf ql2
hunrf b, 12 huruf c, 12 huruf d, 12 huruf e, 12 hunrf 4 12 huruf g, 12 huruf h, 12
huruf I, l2B jo. l2C, dwr 13.6
Ketigapuluh bentuk TPK tersebut pada dasamya dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
1. Kenugian Keuangan Negara
Adapun kerugian keuangan egara yang dimaksud adalah:
5 Rwiyono, op,cit.,h.D
u Republik Indonesia, Undarrg-Undane RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentaqg Perubatran das
Undang-Undang Nomor 3l Tatnm 1999 tentang Pernberanbsan Tlndak Pidana Korupsi.
Setlap orang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi,
dengan cara melawan hukum, dapat merugikan keuangan negara sebagaimana
tersebut dalam pasal2.
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karenajabatan atau kedudukan, dapat menrgikan keuangan negara atau
perekonomian egara" sebagaiman tersebut dalam pasal 3.
2. Suap Menyuap
Adapun yang dimaksud suap dengan suap,menyuap meliputi:
Setiap orang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana tersebut
dalam pasal 5 ayat I hurufa.
Setiap orang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakul€n atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagaimana
tersebut dalam pasal 5 ayat t huntfb.
Setiap orang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya" atau
oleh pembori hadiatr atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan
tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13.
e.
Pegawai negeri atau penyelenggara negrra menerima pemberian atau janji dengan
maksud supaya bertuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehinggn
bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakul€n dalam jabaunnya
sebagaimana hal tersebut dalam pasal5 ayat2.
Pegawai negeri atau penyelengara negara menerima hadiatr atau janji diketahui
balrwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibanny4 patut diduga bahwa hadiatr atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabaannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana tersebut dalam
pasal 12 hunrfa.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiatt diketahuinya bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, patut diduga
bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya, sebagaimanatersebut dalampasal 12 huruf b.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal
diketatrui atau patut diduga, bahwa hadiah xau janji torsebut dibedkan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanny4 atau menurut
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pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya, sebagaimana tersebut dalam pasal I l.
Setiap orang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
sebagaimana hal tersebut dalam pasal 6 ayat I huruf a.
Setiap orang memberi atau men$anjikan sesuatu kepada ses€orang yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk
menghadiri sidang pagadilan dengan maksud tersebut, sebagaimana hal itu
dalam pasal 6 ayat I huruf b.
Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempenganrhi
nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, sebagaimana hal dalam pasal 6 ayat
2.
Flakim menerima hadiatr aau jaqii padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut dib€rikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diseratrkan kepadanya untuk diadili, sebagaiman hal tersebut dalampasal 12 huruf
c.
Advokat yang menhadiri sidang di pengadilan menerimahadiah atau janji padahal
dikEtatrui atau patut diduga bahwa hadiatr atau janji tersebut untuk mempengaruhi
nasihat atau pendapd yang akan diborikan borhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada penagdilan untuk diadili, sebagaimana hal tersebut dalam pasal
12 hurufd.
l.
3. Penggelapan dalam Jabatan
Adapun yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan ialah:
Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau unfuk sementara
waktu, dengan sengaja menggelaplon uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau zurat berharga tersebut diambil
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan
tersebut, sebagaimana hal itu dalam pasal 8.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugasl€n suatu jabatan
umum secaf,a terus-menerus atau unfuk sementara waktu, dengan sengaja
memalsukan buku-buftil atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan
adminisfiasi, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 9.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan
suatu jabatan umum s@ara tenrs-menerus atau untuk semeNrtara waktu, dengan
sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat idak dapat
dipakai barang, akta, sumt, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, Ymg dikuasainya karena
jabatanny4 sebagaimana hal tersebut dalam pasal 10 huruf a.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan
suatu jabatan umum sooara tenrs menenrs atau untuk semontara waktu, dongan
sengaja" membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang aktq suraL atau daftar untuk
meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang benuenang yang
dikuasainya karena jabatannya, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 10 huruf b.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan
suafu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" dengan
sengaja, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat idak dapat dipakai, barang, akta" suraL atau daftar untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasainya karena
jabatanny4 sebagimana hal tersebut dalam pasal l0 huruf c.
4. Pememsrn
Adapun yang dimaksud dengan pemerasan ialatr:
Pegawai negeri atau penyelenggara negar4 dengan maksud menguntunglan diri
sendiri atau orang lainn secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan
sesuafu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, afau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya, menyalah gunakan kekuasaan, sebagaimana
hal tersebut dalam pasal 12 huruf e.
Pegawai negeri atau p€nyelenggara negarq pada waktu meqjalankan tugas,
meminta atau mensrima pekorjaan, atau penyerahan barang, solah-olah
merupakan utang kepada dirinya diketahuinya bahawa hal tersebut bukan
merupakan utang, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 12 huruf g.
Pogawai negeri atau penyolenggara negara, pada waktu menjalankan tugas,
memint4 menerim4 atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,
seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum
mempunyai utang kepadanya, diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan
utang, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 12 huruf f.
5. Perbuatrn Curang
Adapun perbuatan curang yang dimaksudkan adalah:
Pemborong, atrli bangunan, atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan
curang, pada waktu membuat bangunan atau menyeratrkan bahan bangunan yang
dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan
negara dalam keadaan perang, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 12 hurufa.
Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan, membiarkan
dilakulonnya peftuatan curang pada waktu membuat bangunan atau
menyeratrkan batran bangunan, dilakukan dengan sengaja yang dapat
membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan egara
dalam keadaan p€rang, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 7 ayat I huruf a.
Pe,lrgawas bangunan atau pengawas penyerahan barang bangunan membiarlon
dilakukannya pe$uatan curang pada waktu membuat bangunan atau
menyeratrkan batran bangunan, sengafa membiarkan perbuatan qnang yang dapat
membahayakan omng atau keamanan barang atau keselamatana negara dalam
keadaan perang, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 7 ayat I hunrf b.
Setiap orang melakukan perbuatan curang pada waktu menyeratrkan barang
keperluan Tontara Nasional Indonesia (TM) dan atsu Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dapat membatrayakan keselamatan negara dalam keadaan
perang, sebagaimana hal tersebut dalarn pasal 7 ayat I huruf c.
e. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TM dan atau
Kepolisian Negara RI membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keselamatan negara dalam keadaan ptrmg, dan dilakukan dengan sengaja
sebagaimana hal tersebut dalam pasal 7 ayat I huruf d.
f. Orang yang menerima penyerahan barang bangunan atatr orang yang menerima
penyeratran barang keperluan TM dan atau Kepolisian Negara RI, membiarkan
curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau
keselamatan egara dalam keadaan perang, sebagaimana hal tersebut dalam pasal
7 ayat2.
g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas
menggunakan tanah negam yang di atasnya ada hak pakai, seolah-olatr sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, telatr merugikan orang yang berhak,
diketahuinya batrwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
6. Benturan Kepentingan delam Pengadaan
Adapun yang dimaksud dengan benturarr kepentingnn dalam pengadaan
yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja, langsung atau tidal
langsung furut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, pada saat
dilal$kan perbuatan untuk selunrh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dau
mengawasinya, sebagaimana hal tersebut dalam pasal 12 huruf i.
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7. Gratifikasi
Adapun yang dimaksud dengan gratifikasi yaitu pegawai negeri atau
penyelenggara negara menerima gratifikasi, yang bertrubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, pe,nerima gratifikasi tersebut tidak
dilaporkan kepada KPK dalarn janeka waktu 30 sejak diterimanya gratifikasi,
sebagaimana hal tersebut dalam pasal 12 8.7
B. Andtsis Kosns dan Sanksi Tindah Pidana Korupt
1. Andbis kasus korupci
Dari analisis praktek-praktek orupsi secara umum dapat dinyatakan bahwa
yang dirugikan dari perbuaan tersebut adalatr:
a. Negara, dimana dimana seharusnya menerima lebih besar dari jumlatr yang telatr
diterima dan dau Negara seharusnya mengeluarkan lebih kecil dari yang
dikeluarkan.
b. Sebagian besar masyarakat yang menerima lebih kecil dan atau masyarakat yang
membayar lebih besar dari yang seharusnya.
c. Pongusaha yang jujur namun kalah dalam persaingan karona monrbayar sosuai
dengan ketentuan sedangkan pengusaha yang berbuat curang membayar lebih
kecil dari ketentuan.
Selain itu dapat dilihat bahwa yang mendapatlon keuntungan dari
perbuatan-perbuatan korupsi :
7 Komisl Pemb€rantasan Konrpsl, Memahami tnn* Membasmi (Cet.tr; Jalcarta: KPK
2006'; h. 19-95
a. Oknum pejabat yang menerima korupsi
b. Anggota masyarakat yang mengambil lebih banyak dan atau yang membayar
lebih sedikit dari yang seharusnya.
c. Pengusahayangtidakjujur.
d. Pihak ketiga yang terkait.
Adapun wujud tindakan atau konrpsi, dapat dianalisis dalam beberapa
contoh bentuk modus operandi seperti berikut:
Kasus A
Modus operandi pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah dimulai dengan penetapan program, yang dijabarkan dalam proyek-
poyek. Engineer Estimate @E), sebagai dasar penyusunan Daftar usulan hoyek
(DUP)' dibuat sebagai bagian dari bestek yang seharusnya dilakukan atas dasar
investigasi dan studi kelayakan yang mernadai. Akan tetapi EE tidak berdasar pada
studi kelayakan dur investigasi tersebu! maka item pekerj aan (biil of quantity) datr
hmga dalam EE di-mark-np sehingga jauh dari tingkat kewajaran harga yang ada.
setelah DUP disetujui menjadi Daftar Isian proyek (DIp), maka EE segera
dimutaktrirkan oleh pemimpin proyek sehingga mor{adi &vner,s Estimate (oE). Di
dalam pemutakhiran di sini, prosedur pembandingan harga dengan kontrak sejenis
dan harga pasar tidak dilatcukan sedemikian sehingga secara formal tampak nilai oE
cukup wqiar. Dalam prosss borikutnya yaitu pelelangan/ tendor OE tersebut sebagai
acuan membuat prosedur lelang secara formal dipenuhi dan rekanan tentu sebagai
pelaksana pekerjaan dapat ditunjuk sesuai yang dikehendaki oleh pengelola proyek.E
Bentuk penyelewengan seperti di atas umumnya terjadi di lingkungan
Departemen/LPND atau BUMN/D yang mempunyai proyek pembangunan. Oknum
yang berada dalam posisi pada setiap lini yaitu sejak perencanaan usulan DUP sampai
de,ngan disetujuinya DIP dan pimpinan proyek dan rekanan. Negara dalam posisi
dirugil€n karena inefisiensi angganm yang tersedia, sasaran dan manfaat proyek tidak
optimal. Penyimpangan perencanarm seperti di atas dapat terjadi kanena beberapa
sebab sep€rti;
a. Tatrap studi kelayakan dan investigasi sengaja tidak dilakul€n.
b. Standar harga yng diterapkan Bappenas , atau pemda, dan instansi terkait, tidak
dipergunakan secara optimal.
c. Standar harga pasar tidak dimanfaatkan secara baik
Kasus B
B selaku Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMI\D telah menjual tanah
negara yang merupakan aset perusatraan BUMN yang drpimpinnya kepada F seluas
50I.Ia. Akan tstapi sebelum melakukan transaksi penjualan B mengadakan beberapa
kali pertemuan dengan F sehingga tercapai kesepakatan batrwa B akan menurunkan
harga NJOP tanah serta sistem pembayaran dari F akan dilakukan secara bertatrap.
t Tim Penyusun, Strategi Pemberantasot Korupsi Nasiornl, (Badan Pengawasam Keuangan
dan Pembangunan Rl, edisi Maret 1999),h.310-3ll
Kemudian B meminta kepada F agar menyertakan dua perusahaan pendamping untuk
memenuhi persyaratan formal dalam proses lelang.
Selanjunya B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanatr sehingga
tanah tersebut menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuat dengan tr'
dan meminta suatu perusatraan appraisal untuk membuat taksiran harga jual sesuai
dengan permintaannya.
B kemudian mengatur siasat agar penjualan solah-olah sesuai dengan
prosedur dengan cara membentuk panitia taksiran harga dan panitia peqiualan, akan
tetapi B terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksiran harga
untuk menetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitia
penjualan agar p€nalvaran dibatasi hanya untuk F dan 2 perusatraan lain yang
disodorlCIn oleh F serta sistem pembayarannya di dalam RKS dilakukan secara
bertahap. Sebenamy4 perbuatan B tersebut telah bertentangan dengan SK Menkeu
tentang penjualan aset negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum.
Pada tanggal l0 Januari 2005 aset berupa tanah tersebut dijual kepada F di
depan Notaris dengan harga Rp.100 M padahal menurut SK BUMN penjualan tanatl
aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau harga pasar
sehingga sehanrsnya set tersebut dijual dengan harga Rp.l50 M.
Dalam proses penjualan aset tersebut, F menfiansfer uang sebesar Rp. 15 M
ke rekening milik B.e
e Komisi Penrberantasan Korupsi, Memahani Unhrk Membasm, (JakaftsKPK2006)"h.5
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Maka atas pe6uatan B tersebuL negara telah dirugikan sebesar Rp. 50 M
dan B dapat dijerat pidan berdasarkan pada pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. W
No. 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dibahas sebelumnya.
Kasus C
\il salah seorang pejabat di sebuatr lembaga Negara dan telah ditunjuk
menjadi ketua panitia/ penanggungiawab proyek pengadaan barang pada tahun 2005
di lembaga tersebut.
Pada aktrir tahun anggaran, S selaku salah seorang pemeriksa dan instansi
berwenang melakukan pemeriksaan keuangan telah ditugaskan untuk melakukan
pemerilsaan pertanggungiawaban keuangan atas proses pengadaan barang yang telah
dilakuakan oleh W. Dalam melakukan pemeriksaan, S menemukan adanya sejumlatr
indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan timbulnya
kerugian negara \il mengetahui hal tersebut, lalu berusaha melakukan pendekatan
kepada S dengan menawarkan uang sebesar Rp. 300 juta dan menyampaikan
keinginannya kepada S supaya temuan indikasi penyimpangan itu dihilangkan dari
laporan hasil pemeriksaan.
S melaporkan upaya pemberian uang terrsebut kepada Penyidik dan
kemudian ditindak laqiuti de'ngan melakukan perekaman terhadap pembicaraan W
dengan S serta merekam proses pemberian uang yang dilakukan oleh W kepada S.
Fada saat \Y memberikan uang kepada S, pemyidik melalukan penangkapan.lo
to lbid,h.g
/t8
Berdasarkan pada kasus tersebut dimana adanya fakta pemberian uang oleh
W kepada S (Rp. 300 juta) dimakzudkan agar S dalam membuat hasil pemerikasaan
tidak mencantumkan temuan tentang adanya indikasi penyimpangan dalam
pengadaan bmang dan W mengetatrui bahwa hd tersebut bertentangan dengan
kewajiban S selaku pemeriksa. Maka dalam hal ini diterapkan pasal 5 ayat (l) huruf a
UUNo.3l Tahun 1999 jo. UUNo.20 Tahun 2001.
I(asus I)
X selaku Panitera salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah panitera
dalam perkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdawa Y dalam perkara penipuannya
tidak ditahan).
Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y diruang kerjanya untuk
melobi Ketua Majelis Hakim A yang menangani perkara tersebut dalam putusan
persidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, dan X akan
mendapatkan uang dari Y. Tethadapo hal tersebut menyanggupi dan meminta agar
uang tersebut diserahkan terlebih dahulu kepadanya sebelum perkamtersebut diputus.
Pada tanggal l0 Januari 2006 sekiar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X
diruang kerjanya dongan membawa satu buah tss hitam yang di dalamnya benisi uang
Rp 500 juta dan menyerahkannya kepada X, lalu X menerima tas yang berisi uang
tersebut.
Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan
tsrdalflva Y, ternyata majelis hakim menyatakan terdakwa Y terbukti bersalah
melalarkan p@lpuan dan menjatuhkan huluman pidana penjara selama 5 tahun.
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Mendengar putusan tersebut, Terdalara Y langsung marah dan berteriak batrwa
sehanrsnya ia dibebaskan karena ia telah menyerahkan uang Rp. 500 juta kepada X.
Atas kejadian tersebut Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya X
menyatakan ia telatr melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim A
tidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp. 500 juta telah habis ia gunakan
untuk membayar hutang-hutangnya.
Polres kemudian melakukan penyidilcan dengan menetapkan X dan Y,
masing-masing sebagai tersangka (berkas terpisah) dan perkara tersebut oleh Jaksa
dilimpatrkan ke Pengadilan Negeri.r I
Maka dengan mengingat ketarasaan atau wewenang yang melekat pada
jabafan atau kedudukannyq atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat
pada jabatan itu atau kedudukan tersebut. Y mengetahui selaku Panitera yang
memegang perkaranya dapat melobi Ketua Majelis Flakim yang menangani
perkaranya untuk membebaskan Y dalam perkara penipuan yang telah dilakukannya.
I\daka dalam hal ini, dapat diterapkan pasal 13 UU No. 3l Tahun 1999 jo. LJU No. 20
Tahun 2001.
2. Sanksi Kasus Korupsi
Adapun sanlci konrpsi dapat dilihat dalam UU No. 3l tahun 1999 jo. UU
No. 20 tatrun 2ffi1 yaitu terdapat dalam pasal 2, 3, 5,6,7,8,9, 10, I l, 12, l2B, dan




Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tatrun dan
paling lama 20 tatrun dan denda paling sedik Rp. 200.000.000 dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000 bagi setiap orang atau korporasi sebagaimana dimakasudkan
dalam pasal 2 ayat 1.
Dipidana mati bagi pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat I dilakukan
dalam keadaan tertentu sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 2 ayatZ.
Adapun yang dimaksud dalam UU ini yaitu apabila:
l) Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan
bagi; penanggulangon kealaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis
ekonomi dan moneter.
2) Pengulangan tindak pidana konrpsi.r3
Dipidana dengan penjara seumrn hidup atau pidana penjara paling singkat I tatrun
dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.0$ dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000 bag setiap orang atau korporasi sebagaimana
dimaksudkan pada pasal 3.
Dipidana penjara paling singkat I tahun dan palign lama 5 tahun dan etau pidua
denda pahng sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 250.000.000 bagi
s€tiap orang sebagaimanayang dimaksud dalampasal 5 ayat I dan 2.
12 Republik Indonesia, loc.clt.
13 Republik Indonesiu Penjelasan W No. 20 talnn 2001 pasat 2 ayat 2
d.
e. Dipidana peqiara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp 750.000.000 bagi
setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat I dan2.
Dipidana penjara paling singkat 2 tatun dan paling larna7 tatrun dan atau pidana
denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 350.000.000 bagi
setiap ofirng sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat I dan2.
Dipidana penjara paling sengkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000 bagi
setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8.
Dipidana dengan penjara paling singkat I tahun dan paling lama 5 tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 250.000.000
bagl setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9.
Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun pidana dan
denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 350.000.000 bagi
setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10.
Dipidana penjara paling singkat I tatun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana
denda paling sodikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 250.000.000 bagi
setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal I l.
Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.0@ dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000 bagi setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 12 (q b, c,4 e, f, g, h, i).
h.
l. Dipidana perfara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 200.0@.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 bagi
setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal l2B ayat I danz.
Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp.
150.000.000 bagr setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13.
Pidanatambahan berupa:
l) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana
hal tersebut diatur dalam pasal 18 ayat I huruf a.
2) Pembayaran ang pengganti yang jumlalrnya sama dengan harta yang dikorup
sebagaimana yang diatur dalam pasala 18 ayat lhuruf b.
3) Penutupan selunrh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama I tahun
sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayata I huruf c.
4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh
atau sebagian keuntungan terlentu, yang telah atau dapat diberikan kepada
pemerintah atau terpidana sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 18 ayat
I huruf d.
Pidana tambahan dengan penjara tidak melebihi ancamana maksimum dari pidana
pokoknya berdasarkan UU No. 3l Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tatrun 2001 kepada
terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang monncukupi untuk mombayar
uang pengganti.
Adapun sanksi pidana TPK menurut UU No. 3l Tahun 1999 jo. LJU No. 20
Tahun 2001 selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam tabel di bawah ini:
Tsb€l Klasipikasi Sanksi Delik Korupsi Berdasarkrn UU. No31 Tahun 1999 jo
UU, No20 Tahun ?{X)1
No. Ancaman Pidana Jenis Pidana Pastl
l . .Ancaman pidana
maksimum
- Pidana mati
- Penjara seumur hidup
- Penjara 20tahun
- Penjara 15 tahun
- Penjara 5 tahun
- Penjara 7 tahun
- Penjara 3 talrun
2Q)
2 (l),3,12
2 (l),3,t2,128 (t &2)
6 (l & 2),8
5 (l & 2),9,71





- Penjara I tahun
- Penjara 3 tahun
- Peqiara 2 talun
2(t),t2,t28 (t & 2)
3,5(l & 2\,9,11
6 (l & 2),8







2 (t),3,12,128 0 e,2)
5 (1 & 2),9,11





























C Analisis Efektivitas Per-Undang-andangan Pembenntason Korupsi
Korupsi merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan di kalangan
masyarakat yaitu bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan
keuangan atau perekonomian egara dan menghambat pembangunan asional.la
Ketetapan Majelis Permusyawamtan Ralcyat (MPR) No.IV/tr{PR/1978
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bidang hukum dengan tegas
memerintahkan agar melanjutkan usaha-usaha hukum antara lain menertibkan badan
penegak hukum, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing,
meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat tersebut, serta meningkatkan
pembinaan sikap para pelaksana penegak hu*um ke aratr tegaknya hukum, keadilan,
dan perlindungan terhadap harkat dan martabd manusi4 ketertiban serta kepastian
hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UtJD)1945.r5 Demikian juga pada
Ketetapan MPR No. XA{PR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Untuk merealisasikan kehendak tersebut diperlukan adanya suatu aturan
permainan yang barlq dalam bentuk hukum pembangunan. Untuk itulah telatl
dikeluarkan banyak p€raturan dministrasi antara lain Keputusan Fresiden (Kepres)
to Andi HamzatL futik-Detik Terbesm di Luar KUHP don Komentm, (Jakarta: Pndya
Paramit4 1987r"h.t60
tt Andi ttamzatr" Korttpsi di Indonesia Masalah dan Penecahamya (Jakarta:PT.Gramedia
Pustaka Utamq I 99 I )"h. 1
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No. 18/1981 tentang pelaksaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBIO tetapi
tidak dilengkapi sanlci pidana yang memadai.
Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat erhadap pemberantasan
TPK yang dinilai sangat menrgikan keuangana negara atau perekonomian egara dan
menghambat pembangunan nasional, juga menghambat pecumbuhan dan
kelangsungan pembangunan asional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga hanrs
segera mungkin diberantas. Selain itu, bahwa UU No.3 Tahun l97l tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudatr tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu perlu diganti dengan UU
an TPK yang baru yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi. Mal€ selanjutrya dibentuklah UU No.31 Tatrun
1999 tentang Pemberantasan TPK. Keemudian untuk lebih menyempurnakan UU
tersebut, berikutrya dilakukan perubahan yang melahi*an UU No. 20 Tatrun 2001.
Demi merespon UU tersebut di atas, guna pemberantasan TPK secara
professional, intensif, dan berkesinambungan maka selanjuhya dibentuklatr UU No.
31 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan TPK. Sebagai pelengkap dari persamaan UU
tersebut, selanjutnya dikeluarftan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Percepatari
Pemberantasan Korupsi.
Menanggapi UU No. 3l Tatun 1999 jo. UU No. 20 Tatrun 2001, pada
dasamya W sangpt bagus, dimana terdryat dua hal yang sangat penting yaitu:
1. Dari segi pengertian korupsi, UU tersebut secara lebih luas dan rinci menjelaskan
tentang perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur korupsi. Juga dalam UU
secara detail dijelaskan tentang wujud dari perbuatan korupsi.
2. Secara tegas dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan tentang status korupsi
sebagai delik formal yang tidak melihat pada akibat yang ditimbulkan melainkan
menitik beratkan pada bentuk perbuatannya.
3. Dalam UU tersebut selain menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan korupsi, tetapi
juga menjelaskan tentang tindakpidana lain yang berkaitan dengan TPK.
4. Dari segi sanksi, dalam UU tersebut sangat egas dan memberatlcan seperti contoh
dengan pidana seumur hidup atau pidana mati atau penjara selama 20 Tahun dan
denda Rp. 1.000.000.000, hal itu sangat cocok dalam menjerat para pelaku
korupsi dan sebagai bentuk tindakan preventif,
5. Hal yang lain adalatr adanya sanksi alternatif dalam kondisi tertentu.
Bila menganalisa UU No. 3l Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, maka
dapat dipahami bahwa UU tersebut sudah sangat baik dan relwan dengan kebutuhan
hukum masyarakat saat ini dan kedepannya. Hanya sqia yang mer{adi kendala utama
bahwa UU tersebut sangat sulit dalam peneraparmya mengingat karena masih
bertumpuh pada UU No. 8 Tahun l98l tentang KUHAP yang notabene telah
mengalami pergesemn dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh
karena sulitnya menerapkan UU. No. 3l Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001,
khususnya dalam hal pembuktian, maka keberadaannya masih bersifat impoten. Oleh
karena itu guna memfungsikan UU tersebut berdasarkan tujuan pembentukanny4
maka tepatlah bila dalam peneraparmya menggunakan "asas pembultian terbalik"
sebagaimana hal tersebut jugp telah dilalukan oleh Negara-negara lain seperti
Malaysia.
Meski sebenamya dalam UU No. 3l Tahun 1999 jo. UU 20 Tatrun 2001
telah memuat pengecualian acara pidana dengan menggunakan asas pembuktian
terbalik. Akan tetapi asas tersebut, sebagaimana yang diseutkan di dalamnya,
diterapl<an secafir terbatas sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Sebab itu, demi
efektifitas pelaksanaan UU tersebut seyogfanya asas pembuktian terbalik yang
merupakan asas yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat diterapkan secara
murni, serta sudah seharusnya dimasulftan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana
Konrpsi. Dengan demikian, berkat p€nerapan asas pembuktian terbalik, UU
Pemberantasan Tindak Pidana Koorupsi dapat diterapkan secara lebih efektif guna
mencapai tujuan daripada perundang-undangan tersebut yaitu mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur.
BAB TV
PENTINGI\TYA PEMBTJKTIAN TERBALIK
L Mudahnya Proses Hukum
Seorang pakar hukum di Indonesia menyatakan batrwa perilaku korupsi di
negara ini sudah seperti pedagang ikan di pasar. Tidak tercium lagi bau ikan yang
menyengat karena sudah bergumul sepanjang hari layaknya business as usual.
Sehingga tidaklah mengherankan ketika Transparency International (TI)
mengeluarkan laporan mengenai indeks persepsi korupsi di tahun 2005
(Transparency International Corruption Perception Index 2005), hanya segelintir
kalangan yang memberikan komentar bernada prihatin tentang posisi Indonesia yang
berada dalam urutan nomor 6 paling korup di dunia dari 158 negara. (Kompas, 19
Oktober 2005).t
Posisi tersebut hanya lebih baik dari Myanmar, satu-satunya negara anggota
Association of South East Asian Nation (ASEAID yang masih berada di bawdr junta
militer. Bahkan sejak awal dikeluarkannya laporan TI pada tahun 1995, Indonesia
tercatat sebagai negara yang paling korup, demikian pula pada tahun 2010 oleh
Kongres Singapura gelar tes$ut masih diberikan kepada Negara Indonesia.2 Bukti
tJolur Fresly, "Reformasi Set€ngah llati; refleksi das Kegagalan Pernberanasan Korupsi di
Indonesia" Inwasi Onlitre, vol.5 no.XVtr(November 2005), kolom nasional. htp:lio.ppi-jepang.org
Emile:redaksi@oppi-jepang.org. (diakses 12 November 2009).
'RgU, &wter ladowsra $elasa 9 Marg 2010 puknl 13,00 wita
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konkrit adalah kasus Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar 6,7
tiliun, kasus penyelewengan pajak yang melibatkan banyak pihak dengan kerugian
negara milyaran rupiah, dan sejumlah kasus lainnya baik yang sudah terbongkar
maupun yang belum.
Korupsi merupakan batu sandungan utama untuk mencapai kunajuan besar
dalam ekonomi negara-negara di Asia dan Afrika. Lebih lanjut bahwa korupsi yang
telah menggurita di semua level akan membuat kebijakan publik menjadi tidak efektif
dan mengakibatkan aktivitas ekonomi dan investasi tidak lagi produktif karena
adanya fa*tornon-teknis ekonomi di bawah tangan.
Dengan demikian sudatr sehanrsnya pemberarrtasan korupsi tidak lagi dilihat
hanya sebagai pekerjaan rutin namun sudatr hanrs menjadi prioritas utama
pemerintahan sekarang.
Kesulitannya adalah bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu kompleks,
tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah tetapi sudah merambah ke seluruh lapisan
masyarakat. Tidaklatt mengherankan apabila seorang tukang parkir saja sudatr
meqiadi agen dari korupsi sruktural yang meqiadi ujung tombak dalam pengumpulan
uang parkir yang kabamya selalu menguap.3
Aparatur pemerintah sebagai motor penggerak pemburgunan sudah
sedemikian terbebani dengan korupsi ini sehingga tidak satupun dari institusi negara
yang mempunyai standar minimal pelayanan publik yang memadai. Bahlon di
'Ihtd
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beberapa instansi pemerintah, prosedur perijinan bukan me4iadi bentuk pelayanan
publik tetapi menjadi ladang untuk memungut dana secara melanggar hukum.
Sehingga pantaslah bila korupsi dikualifikasikan dari perspektif
kriminologis sebagai the multy endemic crime, atau ada pula yang menyebutnya
sebagai the structwal crime atau kejahatan yang sudah berstruktur, mengakar tuat
batrkan sudah bersistem, sehingga konrpsi digolongkan ke dalam seriously crime *at
'oextra ordinary crime". Dengan demikian pqlangannya pun semestinya berskala
ekstra, dengan pendekatan bersistem (pystematic approach). Pendekatan ini
melibatkan institusi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
(instftMionnl criminal justice system) maupun institusi di luar peradilan pidana untuk
saling memberikan supporting terhadap penanganan perkara korupsi (upaya penal)
dan sekaligus melakukan upayapencegahannya (upaya non-penal). Akan tetapi upaya
penegakan hulum (law etforcement) terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia
belum menampakkan harapan cerah. Kasus-kasus korupsi banyak yang berhenti
(dipetieskan) dalam tahapan pra-ajudikasi (pre-adjudication phase, preliminary
phase)'a
Fenomena konrpsi masih menjadi busitpss as usual dan sudah tak asing lagi
seperti orang membuang gas di perutnya. Tercium baunya nalnun tidak ada
seorangpun yang bisa dituduh melakukannya karena pembuktian korupsi tidak
a Budi*to *fuifikasi dan Pembalitan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi"
htp/./hdi399.wordpress.com. (12 Novemh 2009)
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menggunakan asas pembutlian terbalik. Yaitu pembuktian dengan metode
pembuktian yang mendalillCIn bahwa pihak yang diduga melakukan korupsi hanrs
dapat memberikan bukti kekayaan yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang
wajar.
Metode pembuktian terbalik akan mempermudah penyidik tindak pidana
korupsi dalam menghadapi para koruptor yang dengan menyewa pengacara tangguh
berupaya mencari celah hukum untuk menyatakan batrwa harta kekayaannya
diperoleh dengan tidak melanggar hukum.s
Sungguh ironis menyaksikan bagaimana kota-kota besar di Indonesia penuh
dengan berbagai kendaraan mewah dan kesibukan di berbagai hotel be$intang lima
dan tempat hiburan kelas ataVpengunjung mall kelas atas yang ramai, sementara
lebih dari 40 o/o rakyat Indonesia masih hidup di bawatr garis kemiskinan yang setiap
tahunnya terus meningkat.
Kondisi ini sangat rentan karena menimbulkan permasalatran sosial yang
menjadi mudatr berkembang menjadi konflik horizontal. Merebaknya kejatratan
seperti penggunaan narkoba dan taflicking serta kejahatan lainnya salah satunya
disebabkan oleh ketimpangan okonomi dan sosial tersebuL
Masalatr pembuktian ini benar-benar harus dilakukan secara oermat selain
itu yang harus juga diperhatikan adalah perlunya perbaikan-perbaikan dalam upaya
penanggulangan korupsi. Karena korupsi mempunyai mplikasi yang luas dan dapat
mengganggu pembangunan serta menimbulkan kenrgian negara yang sangat besar
5 John Fresly, loc.cit.
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yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang,
maka untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin
ditingkatkan.6
Jika pada bab pendahuluan sebelumnya telah disebutkan balrwa sampai saat
ini Jaksa maupun KPK sangat sulit untuk menyeret para pelaku korup untuk
mempertanggung jawabkam perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. Jaksa
atau KPK tidak dapat menjadikan seorang p€laku korup sebagai te'rdalnva meskipun
secara jelas diyakini akan perilaku tersebut, akan tetapi tidak memiliki alat bukti yang
kuat. Belum lagi sejumlah koruptor benrpaya menghilangkan alat-alat bukti. Bahkan
menurut Candra Hamzatr (Wakil Ketua KPK) terdapat banyak kasus korupsi yang
terbengkalai tidak dapat diajukan ke pengadilan karena sulinrya melengkapi alat
bukti.T
Maka pembuktian terbalik dilaksanakan secaf,a benar, akan dapat lebih
mempercepat atau mengoptimalkan serta mempermudah pemberantasan korupsi. Hal
itu karena, jika tersangka perkara konrpsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya
tidak bersalah, maka bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi
penyidik untuk menentulon apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan
di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tenangka
u Ko.i.i Penrberantasan Korupsi, "Pembuktian Terbalik Diusulkan"Ilzzlas KPI(.
hep://wurwJpk.go.id/moduleshews/rticle.php?storyiFl2n on 2006lllll3 15:31:12 (1851 reads)
(12 November 2009)
t Candra l{a6z4h,'Dibalik langt Berita dergnn nrasrunbd'TV Onq(Pukul20:@ wi.ta)
12Nov.2009
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dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di
sidang pengadilan.
Selain itu, pembuktian yang selama ini diakui, yaitu terdapat dua alat bukti
yang satr ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani
kewajiban pembuktian, sering menyulitkan proses pembuktian perlcara korupsi. Oleh
karena itu perlu ada langkah banr, salah satunya adalah menggunakan teori
"keseimbangan kemungkinan pembuktian" (balanced probability of principles), yaitu
keseimbangan yang proporsional antara perlindungan individu dan perampasan hak
indMdu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari
korupsi. Dengan demikian, atas dasar batrwa harta kekayaannya diduga kuat berasal
dari konrpsi, maka tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembultian batrwa
ia tidak bersalah.E
Pembuktian te$alik sebagaimana diurailCIn di atas, masih dalam lingkup
hukum acara pidana Dalam perkara korupsi, dikenal pula pengembalian kenrgian
keuangan negara. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan
menggunakan instrumen hukum perdata telah diatur dalam UU No. 3l Tahun 1999 jo
UU No. 20 Tahun 2001. Instnrmeir hukum perdata ini belum operasional, karena
hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara perdata biasa tanpa ada
E l.f.S"tetapi,'Beban Pembuktian Terbalik dalam Perlsara Korupsi" Komisi Huhm
Nasional. htQ://www.komisihukum.go.id/index.php? opion=com_content&vierr category& layout
:blog&id:37&It€midd1 &lanyin&limitstart*8 (12 Novcrnber 2009).
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kekhususan. Pembuktian terbalik sebagai bagian hukum acara perdata kfiusus, perlu
dipikirkan, agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkara korupsi.e
Penggunaan istilah pembuktian terbalik sendiri menurut beberapa sarjana
hukum di Indonesia seperti Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji yang intinya
berpendapat bahwa pembuktian terbalik saja dapat menimbulkan makna bias,
manakala tidak ditambahl€n kata "beban" (burden) sebab dalam hal ini pergeseran
atau tata urut dari alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP (Keterangan
Salsi, Keterangan Ahli, SuraL Petunjuk dan Keterangan Terdalora) tidak bergeser
atau bertambatu tetapi kewajiban atau beban membuktikan saja yang terbalik, dari
Jaksa Penuntut Umum ke Terdakwa.lo
Pembuktian tertalik atau di negara-negara Anglo Sa:<on dikenal dengan
(reversal burden of proof), atau di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda)
dikenal dengan (omkering van lat bewijslaat) merupaknn suatu pergeseran beban
pembultian (Shifiing of Burden Proofl. Dinyatakan terjadi pergeseran lcarena
pembalikan beban pembuktian ini dimaksudkan sebagai bagian dari proses terobosan
hukum acara pidana. Tujuannya untuk mempermudah dalam hal memperoleh bukti
adanya tindak pidana korupsi, dan sistem pembuktian ini merupakan pengecualian




pada Jaksa Penuntut Umum (General Prcsecutor), bahkan ditambatr dengan kriteria
hanya pada perkara tertentu (certain cases).rr
Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa dengan penerapan pembuktian
terbalik, proses penyusutan TPK akan sangat mudah dan lebih efisisien. Dengan
demikian, kendala-kendala yang selama ini dialami oleh para penyidik dalam
mengungkap kasus TPK tidak lagi terjadi. Para pelalar korup tidak seena*nya lagi
menumpuk kekayaan tanpa memperdulikan sumber dan cara mendapatkannya. Oleh
karena dengan hafia-harta tersebut (yang terindikasi tidak wajar) KPK atau Jalca
dapat menjadi dasar untuk memintanya membuktikan dari mana dan bagaimana
memperoleh harta tersebut. KPK atau Jaksa tidak lagi berkeliling mencari dan
menyelidiki, tetapi cukup si empunyalah yang memberikan keterangan perihal harta-
hartanya.
Sehingga dengan demikian riliunan kekayaan negara yang selama ini raib
dijamret para koruptor dapat dengan mudatr kembalikan dam pelaku-pelakunya di
sanksi. Korupsi tidak lagi menggurita di tanah air, karena setiap omng dengan
diterapl<annnya pembuktian terbalik" akan selalu hati-hati dalam memperoleh harta,
yaitu de'ngan jalan yang halal dan baik. Serta dengan demikian, delik konrpsi tidak
lagi mer{adi suatu dilema dalam upaya refresii akan tetapi semua menjadi lebih




Asas Pembuktian Terbalik memang sehanrsnya dianut oleh UU Antikorupsi
diterapkan dalam pemberantasan korupsi untuk mengimbangi undang-undang yang
mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka. Sebab
undang-undang tersebut tidak macth dengan sistem hukum pidana kita saat ini.
Kesulitan untuk menuntut para pejabat yang terindikasi memiliki harta yang tidak
wajar merupakan kelemahan dalam sistem hukum kita. Pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negar:a diakomodasi, tetapi tidak fungsional. Bahkan terhadap
penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan, KPK tidak bisa be6uat
apa-apa.
Bahlsn menurut Indonesia Comrption Watch (ICVD sejak tahun 2008,
sebanyak 62 % terdahilah korupsi diputus bebas oleh Matrkama Agung (MA). Hal itu
menurut Hatta Ali, Pengawas MA, dikarenakan tugas kehakiman bukan menghukum
tetapi memberi keputusan berdasarkan fakta hukum.r2 Sedangkan selama ini bukti-
bukti yang diajukan oleh JPU kebanyakan kurang memenuhi unsur pembul*ian yang
meyakinkan bagi para hakim. Tentu saja dikarenakan sulitnya untuk mencari alat
bukti, belum lagi para koruptor jauh-jauh hari sebelumnya telatr menghilangkan
sejumlatr alat bukti. Sebab rtu, kelematran hukum tersebut sangat banyak
dimanfaatkan oleh para koruptor dan menjadi surga bagi meroka
t'ICW, Diskusi Hukum 'Rapor Kerja MA selama Tahun 2OO8'77 One, (pukul 20.00 Wita)
16 April2009
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Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembultian "beyond
reasotable doubt", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak
bersalah (presumption of inrccence), akan t€tapi di sisi lain sering menyulitkan
proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Te$ukti dalam praktik sistem pembuktian
tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian negatif' tidak mudatr diterapkan.
Kedalaman ilmu pogetahuan dan akal manusia (ogrka hukum) memang tidak
terbatas, sehingga muncullah alternatif asas pembuktian banr yang justru berasal dari
penelian 'hegara maju", dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan
hak asasi tersangka maupun konstitusi; namun sangat efektif dalam membuka secara
luas akses pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena
korupsi.13
Adgpun pembuktian terbalik, menurut Achmad Ali, meskipun tedihat
bertentangan dengan asas praduga tak bersalatr, tetapi pada hakikatnya kedua asas itu
tidak benar-benar bertentangan. ro Sebab makna praduga tak bersalatr dapat dianalisis
dari segi literatur bahasa Inggris karma istilah itu addah terjemahan dari the
presumption of innocence. Menurut salah satu kamus yang sangat erkernuka di Barat,
Black's Law Dlctlonary $ix edition), The Presumtion of Irmocence adalah:
"A hallaned principle of eriminal lav, to the e$ect that the governman has the
burden of prwing every element of a crime bepnd a reasonable doubt and thst
tlw defendant hos rn bur&n to prove his imrccence..."
t' Johanes Wardi Sifi{alq " Pembiktian Terbalik Solusi Pemberantasan Korupsi"?%e
Trace.btrp:l lsignnetblogspot.cnml (12 April 2008).
r4 Achmad Ali, Ketetpwukan Huhtm di Indonesia;Peqrcbab dan Sdwinya
(Cet.tr;BogonGhalia Indonesia,2005),h. 57
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Selanjutrya dalam kamus yang sama (seven edition) dikemukakan:
"The fundamental crimitnl law principle that a person may not be convicted of
a crime unless the government proves guilt beyond a reasonable doubt, without
any burden placed on the accused to prove innocence.,,
Jadi, ada dua hal penting dari definisi di atas, yaitu:
l. Asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hukum pidana dan tidak berlaku
dalam bidang hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum tata usaha negara,
2. Negara diwakili oleh JPU-lah yang dibebani untuk membuktikan unsur-unsur
pidana yang didakwatan dan bukan sebaliknya, terdakwa yang harus
membuktikan ketidak bersalahannya.
Sehingga menurut Achmad Ali, pada hakikatrya persoalan yang paling
esensial dalam asas praduga tak bersalah adalah tidak ada seorang pun yang dapat
dijaarhi sanksi pidana, kecuali diberi kesempatan untuk membuhikan ketidak
bersalahannya. Ketika asas praduga tak bersalah yang diberlakukan, mula-mula JpU
yang harus dibebani membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya,
kemudian terdakwa dapat menyangkali dengan melakukan pembelaan atas dakwaan
tersebut. Sebalik, dalam asas pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan
ketidak bersalahannya. Persamaan kedua asas itu adalah keduanya tetap memberikan
kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan.rs
Dalam sejarah hukum, kita bisa memgambil ibrah dari kisah Nabi Sulaiman
as. Suatu ketika, terjadi sengketa perebutan seorang bayi oleh dua orang yang
'sIbid.h.-sg
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masing-masing sebagai ibu kandungnya. Ketika itu hukum mengalami jalan buntu
untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga Nabi Daud as. yang ketika itu
bertindak sebagai hakim, sulit untuk mendapatkan alat bukti dan behkan tidak dapat
berbuat secara bljak, sehingga menyebabkan lemahnya hukum. Namun ketika
masalah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman as., beliau lebih bersifrt arif dan
bijaksana. Sudaktr me'njadi pengetahuan bersama bahwa ciri seorang ibu adalah
mencintai, menjaga, dan rela berkorban untuk anaknya. Nabi Sulaiman ingin agar
kedua omng tersebut harus membuktikan apakh sifat tersebut melekat para diri
mereka. Hal itu dimaksudkan guna memberikan keyakinan kepada hakim agar dapat
memberikan putusan hukum. Ketika itu, sang hakim (Nabi Sulaiman as)
menyodorkan opsi kepad kedua wanita tesebut agar si bayi di belah dua saja agar
keduanya mendapat bahagian yang sama. Salah seorang wanita dengan sangat senang
mengiyakan, dan salah seorang lagi menangis sedih bahkah merelakan bahagiannya
diserahkan kepada wanita yang satunya asalkan si anak bayi tidak di belah (bunuh).
IWrka dari sikap kedua wanita tersebut sang hakim sangat yakin bahwa si ibu yang
kedualah yang benar-benar memiliki sifrt sebagai seorang ibu terhadap si bayi. Iuaka
dengan itu Nabi Sulaiman pun menjatuhkan putusan bahwa wanita tersebutlah
sesungguhnya ibu sang bayi. Dari metode penemrnn hukum yang dilakukan oleh
Nabi Sulaiman (dengan pembuktian terbalik) tersebut, menjadikan hukum ketika iar
menjadi tegak.
Oleh karena itu, menurut penulis ide untuk secara mutlak memberlakukan
asas pembuktian terbalik sudah seharusnya diwujudkan demi tegak hukum demi
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tercapainya keadilan serta menciptakan nenka bagi para koruptor. Tidak membiarkan
para koruptor terus bebas berkeliaran menye,ngsarakan rakyat. Dimana hukum pada
prisipnya hanya melindungi orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang lemah
apalagi orang-orang yang berdasi, sementara kebenaran dalam suatu pengadilan
adalah dengan cukupnya alat bukti serta keyakinan hakim, dengan kata lain, kita
hanya menghukum yang nampak (dhahir) yang tidak nampak (bathin) adalah urusan
Tuhan. Demikian pula kita ketahui bahwasanya para pelaku korupsi adalah orang-
orang yang sebenarnya sadar hukum namun mereka tidak taat hukum, maka dari itu
sudah saatnya harus ditaatkan. Kita ubah kebiasaan bangsa kita yang lebih tinggi rasa
iba daripada rasa manusiawinya, kecendurungan senang memaafl<an orang, belum
lagi ramai-ramai dalam kesepakatan yang menyesatkan, padahal dibelakang, jutaan
jiwa dalam kemiskinan sebagai korban kebengisan korupsi.
Sebabnya, hukum demi keadilan dan kesejahteraan yang harus ditegakkan.
Semua orang dipandang sama dalam pandangan hukum, tak peduli berdasi atau ia tak
berbaju. Hukum Acara Pidan4 khusus dalam delik korupsi sudah wajib direvisi
dengan menerapkan asas pembuktian terbalik dengan secara mutlak guna tegaknya
hukum.
C. Pqimbangan Hak
Korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yakni hak
seluruh rakyatl hak asasi komunitas, sehingga penenpan Sistem Pembutian Terbalik
(pembalikkan beban pembuktian) menjadi penyeimbang antar kedua hak tersebut.
7L
Keseimbangan tersebut meqiadi tanggung jawab berat bagi pembuat kebijakan dan
pembuat undang-undang untuk menetapkan secara tepat antara kepentingan
individual dan kepentingan komunitas.
Keseimbangan tersebut telah diterapkan dalam semua deklarasi HAM,
seperti deklarasi Amerika Serikat 1948 mengenai hak dan kewajiban orang adalah
yang menyatakan dengan jelas "hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi omng
lain". HAM sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat
manusi4 sehingga tanpa hak-hak tersebut orang tidak mungkin mempunyai martabat
sebagai manusia. Karenanya, hak itu tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar
karena meliputi dalam arti politik, ekonomi, dan hukum.l6
Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik (pembalikan beban pembuktian)
memiliki dasar pembenaran yakni mengingat beratnya kejahatan korupsi itu sendid
yang dianggap sebagai "eJctra ordinary crime", untrk menanggulanginya dengan
sarana penal adalah wajar untuk diterapkan "extra ordinary crime yakni
menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik).
Dalam hal ini, sisGm pembuktian terbalik atau disebut sebagai suatu sistem
yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia
tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Jika terdakwa
tidak berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah, maka ia dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana dan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian.
t6 Elwi Danil, *knplikasi FIAM Penerapan Sistern Pembalikan Beban pembuktiar dalan
ferkarl Korpsi" @idato pengukuhan Guru Besar tetap Unad bid.iknu Hukum pidana, fia1g,g, zlNoveinber 2008.
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Hal tersebut sebagaimana telah diurakan sebelumnya bahwa hukum hanyalah
membela yang benar, yang mampu membuktikan dan meyakinkan hakim, bukan
membela yang lemah seperti karena tidak dapat membuktikan, apatahlagi jika
memang benar bersalah.
Belum lagi dalam perkara korupsi bila dikaitkan dengan HAM,
sesunggunya korupsi adalah pelanggaran HAM terbesar karena telah merampasan
hak hidup masyarakat Indonesia yang m€nyebabkan mereka dalam kemiskinan, hak
persamaan dalam hukum termasuk dalam hal pelayanan dan pemberian kesempatan,
dan berbagi hak komunitas lainnya.
Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara
maju (Oliver,2006) adalah teori "keseimbangan kemungkinan pembuktiad' (balanced
probability of principles), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional
antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu
yang bersangkutan atas harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model
baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas
asal-usul aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak
atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara
bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang
sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilangggar.rT
tt Johanes Wardi Sitinjak, bc.cit.
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Teori keseimbangan kemungkinan pembuktian terbalik dalam harta
kekayaan tersebut menempatkan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak
pidana korupsi pada posisi di mana sebelumnya yang benangkutan belum
memperoleh harta kekayaan sebanyak sekarang yang didapat. Teori tersebut dengan
dasar pertimbangan di atas telatr dipraktikkan oleh Pengadilan Tingei Hongkong
dalam kasusu ICAC Hongkong terhadap pemohon 'judicial review'terhadap proses
pembuktian terbalik yang dilaksanakan oleh pengadilan rendah telah sesuai dengan
Honglrang Bribery ordinance Act. Keputusan pengadilan Tinggi Hongkong
menganggap bahwa proses pembuktian tertalik yang telah dilaksanakan pengadilan
rendah telah memeberikan keadilan sama bagi kedua belah pihak yaitu kepada
pemohon maupun kepada ICAC Hongkong dalam memnyampaikan
pembuktiannya.ls
Berlainan dengan model Hongkong (dalam pembuktian terbalik) yang dapat
digunakan dalam kasus korupsi melalui prosedur hukum acara pidana, maka model
pembuktian tertalik dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (pasal 3l ayat g), dan
banyak memperoleh pengakuan dari negara-negara maju baik yang menggunakan
sistem hukum "common Law" dan "civil Law", yaifu mendukung penggunaan
prosedur keperdataan dalam menerapkan teori pembuktian terbalik dengan
keseimbangan kemungkinan tersebut Artiny4 sepanjang prosedur pembuktian
terbalik terasebut ditujukan untuk menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta
kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi.
'" Ibid.
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uu No 3l rahun 1999 (pasal 2t dan 3l) demikian juga dalam uu No 15
Tahun 20A2 $tasal 37) telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik
(teversal burden of proofl. Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih
belum dilandasi kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuaraikan di atas. Akan
tetapi hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata
sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan
aspek hak asasi tersangka/ terdakwa berdasarka UUD 1945. Kini dengan munculnya
dua model pembuktian terbalik dengan kceimbangan kemungkinan tersebu! maka
telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik.
Maka sudah tentu pembuktian terbalik tidaklah bertentangan dengan HAM,
sebagaimana diuraikan di atas, dengan bertolak pada pemikiran bahwa korupsi
merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di
dalam praktik sistem hukum di semua negara. Maka hak asasi individu atas harta
kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absoluL melainkan hak relati{ dan
berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk
memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya.
Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan
mengenai pembuktian terbalik (pasal 3l ayat 8) dalam konteks proses pembekuan
(freezing) peranpasan (seizure), dan penyitaan (confiscation) di bawah judul
Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (bab m). Pasca ratifikasi Konvensi Anti
Korupsi 2a03, sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih
dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan
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ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pemeriksaan
pengadilan di dalamuuNo. 3l rahun 1999 jo.uuNo. 20 Tahun 2001. le
Namun yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah
seharusnya unsur kerugian negam yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan
nyata kerugianny4 sudah tidak pada tempatnya dan tidak proposional lagi untuk
dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu
harus dibuktikan lagi bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang
dirugiakan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi di dalam uu baru
pemberantasan korupsi.
Sedangkan adapun hal-hal lain selain dari ketiga poin di atas yang kiranya
dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan asas pembuktian terbalik adalah;
penghematan biaya perkara yang dikluarkan negara, tindakan korupsi dapat
dipreventifasi secara lebih efektif agar tidak terus berlanjut, dan berbagai hal lainnya
yang mungkin belum sempat terpikirkan oleh penulis sendiri
Namun demikian, pada akhir dari pembahasan ini, penulis memberikan satg
catatan bahwasanya sebagai suatu bentuk kehati-hatian, maka hendaknya asas
pembuktian terbalik dilaksanakan s@ara transparansi oleh para penyidik. Dengan
demikian harapan untuk mengakhiri catatan gelap sejarah bangsa ini dari genggaman






Berdasrkan pada uraian materi pada bab-bab sebelumya, maka selanjutrya
ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
l. Pembuktian adalah upaya pembenaran suatu dalil atau terjadinya peristiwa guna
putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian tenebut, yang bersifat obyekti{
dan atas dasar keyakinan. Adapun alat-alat bukti yang berlaku dalam KUHAP di
Indonesia meliputi; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa.
2. Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau korporasi yang dapat merugikan
keuangan atau perekonomian negara meliputi perbuatan; kerugian keuangan
negar4 suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,
benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi merupakan delik
formil yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur secara tegas dalam UU
No.3l Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun.200l. Ilanya saja UU tersebut menjadi
mandul dalam menerapkannya karena sistem pembuktiannya masih berpijak pada




3. Dalam pemberantasan korupsi sistem pembultian terbalik merupakan cara yang
paling utama dikarenakan: mempelmudah prosesi hukum, menegakkan hukum
berdasarka fungsinya, dan memberikan perimbangan hak antara korban dan
pelaku' Sehingga dengan pembuktian tertalik, penanganan pemberantasan delik
korupsi dapat be{alan s@ara efektif guna mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur.
B. htplikasi Penelitian
Maka melalui penelitian ini, selanjutrya penulis memberikan suatu
implikasi sebagai berikut:
1. Tipe suatu hukum adalah refresi{ otonom, dan responsive, oleh karena itu guna
merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka sudah selayaknya
KUHAP yang kita gunakan dalam menerapkan UU tentang tindak pidana korupsi
dengan menganut asas pembuktian terbalik.
2' Korupsi merupakan kejahatan yang sudah sangat parah (extra ordinary crime )
dan sudah tidak termafkan lagi, maka dari itu penanganannya pun semestinya
harus dengan cara-cara yang eksta dengan tidak mengenal maaf pula, guna
pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera.
3. Seyogranya para pembuat dan pelaksana hukum adalah benar-benar orang yang
memahami s@af,a benartentang esensi suatu hukum.
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Terakhir, kiranya apa yang kami
guna memberantas korupsi yang
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Lahir di I Basso
Pada Tanggal : 26 Desember 1985
Asal  :KabuPatenLuwu
Telah berhasil menyelesaikan studinya pada Madrasah
I' dadiyah Pondok Pesantren DDI Mangkoso Tahun
Pelajaran 2001 / 2A02, densan Predikat Kelulusan
"T e r b a i k' (Rangkins: VII ). Semoga Ilmu
yang diperolehnya dapat bermanfaat dan diamalkan
pada penbangunan Agama, Nusa dan Bangsa-
l{allahul Musta' an Wa' Alaihit Tiklan.
ffir
lfusatuan A|<si Mahast$Ar4 ndonesla






Pada kegiatan Daurah Marhalah I (DM-l) angkatan lll K€satsar, Alai Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
lzromisariat UU Rlaud4in Makassaryang dirlenggankan di Benteng Somba Opu.
bnggal 23 -25 Sepetember 20tr.5.










































































































































































Forum Lingkar Pena (FLP) tililayah Sulawesi
Selatan
Dengan raea syulrur kehedi.rat Allah glfT, kami
berikan penghargaan ini kePada :
SULKIFTI*"i;;";;^^
E'ASIIIfATOR.
Teriring salom don do'o sernoga Alloh menJodikcn kita sebogoi muJohid on
muJohidah pend ntcs agcmu-Nyo.
































































































































































:+=**, , ,  + ,+ +, , ,+. :  + 
-+ 
i '
ct$ F[  $ FEPAi





















C omputer C ourse for Specin [ #urpo sa s
"ttrmffrA coilIpufnn"
8K DEPDIfiVAS Kab. Banu Nu 75&1W.ilfr'I$nMil Tanggnt 24 Oktober 2001
JL Sulten Hasanuddin No.3S Mansktro 
- 










takfr ffiengifutti secaftr afrtf Kursus ftomputer lory fisehnggarafrgn
ohfr Carym Cprny f* SWtuf ,hnry 'WESU CW*FLmry
*Langfotso, dan afafi nengiQlrti 'Ujioo tro(gt JdW diseknggardfrgn
pafa unggaf : 11 - 14 (Desemfier 2A04
fr *tangfotso dmgan frasif-frasityng fruraifotn da{art yfSB ini,
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PANITIA PERINGATAN HUT PROKIAMASX
KEMERDEI&MN RI K8.57 TAHUN 2AQ2
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KAMPUS I PONDOK PESANTREN DARUD DA'WAH lilAl IRSYAI)
ASRAMA PUTRA DARUI HUFFADZ MESS BIOK B
MANGKOSO KABU PATE NBARRU
$trttfthut
xo, tI / o rl' aa f w / tnr /ao o*
Diberihan hepada
Yang telah men$ihuti hegiatan i,Oaiw-ah,::Bararzanli dhh,Hafaian Iui Amma,
' . ' ' ' . ' : : ' ' ' ' '
yang dilahsanahan sebagal,'frogram waiib,p0mfinaarr AiAiiarna,,Dutta Oarul Huffads Mess Bloh ii
DDIIVtan$hoSo;. . . ' . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' . ' ' . : : . . . i .
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A GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN 79 - 80/" PESANTREN MODERN I\''EI-'l f t - - IEi l\ltil"F)fr,fW DATOKSULAIMANPALOPO A
ry sekretariat : Jt. Dr. Ratutangi retp. 10izt \ 21476 Kotip patopo 
-
PIAGAM PENGHARGAAN
DISERTAI UCAPAN TERIMA 
""''*
""-," SulhiFllsEBAGAr ,f@r&
'Atas peran sertanya mengikuti kegiatan peikemahan dan porseni Santri pesantren
Modern Datok Sulaiman Bagian Putra Palopo yang diselenggarakan pada.tanggal 5
s.d. l0 Juti 1999 di Kampus putra Balandai palopo.
Atas Pengabdiannya diucapkan terima kasih.
Wassalam
Panitia Pelaksana.
Palopo, l0 Jul i  1999
I
SALAMUN








REIIIAS " IAIIAI RA,HMA "








Dalarn Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK ) yang diseleng
garakan pada tanggal 5 
- 
g Nopember 2OO3.
sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di
pergunakan sepenuhnya.



















A.TES SELESAINYA MENGIKUTI PESANTREN RAMADHAN YANG':
DISELENGGARAKAN DARI TANGGAL 11 S/D 16 RAMADHAN I42OH.
yANG bnnrrpnrnN DENGAN TANGGAL 19 SID 24 DESEMBER 1999 M.
atas KERJA'SAMA PERSATUAN REMa.ld isrnM AL KHAERIYAH
( PERISAI ) DENGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAN{ 1 H M I I
KOMISARIAT STKIP COKROAMINOTO PALOPO, DENGAN HASI,I,
BAIK.
SEMOGA ILMU YANG DIPEROLEH DAPAT LEBIH MEMANTAPKAN
JATI DIRI SEBAGAI GENERASI ISLAM YANG NNNKWALITAS.





















unlvtrRslTAs tsl"tu xncrnr $$D
ALAUDDIN MAKASSAR
FAKUI;TAS SYARI'AH I'AN HT]KI'M







Bosso-Luwu" 26 Desember 1985
r0300 10 5060
Hukum Pidana dan KetataneganarL
No Kode Illata Kuliah K N KN s
I TNS Bahasa Arab I 2 4 I I
2 INS Bsfossa Inggris I 2 4 8 I
3 INS Bahasa lndonesia 2 4 8 I
4 INS Akhlak Tasawuf 2 4 I T
5 HPK Tetri& Prak Ibadah 3 J 9 I
6 TIPK IlmuHukum 2 4 8 I
7 HPK Sosioloei Hnkum 2 4 8 T
8 HPK Pene llmu Politik 2 4 I I
9 INS Bahasa Arab II 2 4 I tr
l0 INS Bahasa Inssds II 2 4 I II
t1 TIPK TafsirWaUlumuhu 2 3 6 tr
t2 I{PK Metode Studi Islam 2 4 8 II
l3 TIPK Hadis WaUlumuhu 2 4 8 n
t4 HPK FikihWaUsuluhu 2 4 8 II
15 I{PK Tarilft Tasri 2 4 8 tr
t6 HPK Fikih Jinavah I 2 3 6 II
t7 HPK Dasar2 Manaiemen 2 4 8 n
l8 INS Bahasa Arab III 7 4 8 m
l9 INS Bahasa Ingis tII 2 4 8 m
20 INS Civic Education 2 4 I m
2l TIPK Fikih Sivasah I 2 4 8 trI
22 HPK FikihMuamalah ., 4 I ut
23 TIPK Filcih Jinavat 2 2 J 6 ut
24 TIPK Seiarah Perad Islam 1 J 6 m
25 I{PK Ushul Fikih 2 4 8 m
26 TIPK Fikih Dusturi 2 3 6 m
27 INS Manas & Kewirausatr ,, 4 8 IV
28 TIPK FikihMawaris 2 2.7 5.4 Iv
29 TIPK Fikih Sivasah II 2 4 8 ry
30 IIPK FikihMunalohat 2 4 8 Iv
3l I{PK HukumPidanal 2 4 8 IV
32 I{PK Hukum Perdata 2 4 8 Iv
JJ T{PK Hukum TataNesm J 4 8 ry
34 HPK Filsafat Hukum Islam 2 J 6 Iv
35 I{PK Hkm Administrasi Nee 2 4 E IV
36 TIPK Hukum Internasional 2 4 8 ry
37 ttpK Hukum Perwakafan 2 J 6 Iv
3E HPK Lepal Draftine , 4 8 v
No Kode Mata Kuliah K N KN s
39 HPK Hukum Pidana Il 2 4 8 V
N HPK Hkm Acara Perdata 2 4 8 V
4l TIPK tlmuFalakl 2 J 6 V
42 HPK Sosioloei Politik 2 4 8 v
43 T{PK Kriminolosi 2 4 8 V
M T{PK Peradilan Islam z 4 8 V
45 TIPK ItnuNeeara 2 4 I v
M FIPK HukumKewarisan 2 4 8 v
47 HPK Keoemim Dlm Islam 2 3 6 v
48 FIPK Hukum Paiak 2 ) 4 V
49 IIPK Ekonomi Svari'ah I 2 3 6 v
50 FIPK MePeKas lin&Svi 2 4 I VI
51 }IPK Hukum AcaraPidana 2 2 4 VI
52 IIPK PerbHPid &H.Jin j 4 8 VI
53 }IPK TafAhWaJin& SvI 2 4 8 VI
54 HPK HaAhWaJin& Sv I 2 4 8 VI
55 HPK Poli*.Hukum 2 4 8 VI
56 TIPK PHK Islam Kontempo 2 4 8 VI
57 HFK Kai UU Pid& Politik t 4 8 VI
58 HPK Fikih Dualv 2 4 8 VI
59 IIPK Ekonomi Svari'ah II 2 4 8 VI
60 TIPK Mntiln:mFalak 1 4 8 VI
6l IIPK Hlan AcaraPTUN 1 3 6 VI
62 }TPK KaiianUUPidana 2 J 6 vII
63 I{PK EtikaPolitik ", 4 8 VII
& HPK Hukum &Konstitusi 2 4 8 VN
65 HPK PcrbHk AntrNesra 2 z 4 VII
66 HPK HK.Diolomat & Konsuler 2 4 I vtl
67 TIPK Hukum& HAM ., 4 I VII
68 TIPK TafAhkWalJin& Sivil J 4 8 Vil
69 TIPK Had Ahk Wal Jin & Svi tr 2 4 8 vII
70 TIPK Pra*;tikum Peradilan I 4 4 vil
7l HPK Ekonomi Svari'ah III 2 3 6 vtr
72 }IPK I{kAdKonst& Pengui UU 2 4 8 vtl
73 TIPK Kuliah Keria Nvata (KKN) 4 4 l6 VIII
74 INS Komerhenshif 2 3,8 v6 vm




IPK = (X KN: K)
:543 :147
KEMENTERI,AN AGAIVIA
IJNIVERSITAS ISLAI\d NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DAFTAR NILAI
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